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Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan
Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan pada Triwulan Il Tahun
2024 yang merupakan bentuk
pertanggungjawaban  kinerja  sebuah
instansi  pemerintah. Laporan Kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan
disusun untuk melaporkan capaian kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan
» Periode Triwulan II Tahun 2024, terhadap
target-target yang telah ditetapkan dalam
Rencana Jangka Panjang Menengah nasional
(RPJIJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja
Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang
terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna
terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ilkan Tahun 2024.

Dalam penetapan kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya l|kan Tahun
Anggaran 2023, sesuai dengan Kepmen Kp No. 196 Tahun 2023 Tentang
Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023, serta
dalam rangka melaksanakan Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian
kerja Lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan, pada Triwulan IV ini
terdapat 4 (Empat) sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja,
yaitu (1) Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book
penangkapan ikan (persen); (2) Persentase zona penangkapan ikan yang telah
dihitung alokasi kuota nya (persen); (3) Persentase kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO’S yang dilakukan pemantauan
(persen); (4) Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan
dan kapal pengangkut ikan (Nilai); (5) Persentase hari layar pemantauan di atas
kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen) (6) Persentase
pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas (persen); (7)
Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber
daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen); (8) Persentase
pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber

-



Laporan Kinerja 6T
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Triwulan Il Tahun 2024 | @D

daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen); (9) Persentase
pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan
(Persen); (10) Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan
yang disusun (Persen); (11) Persentase WPPNRI perairan darat yang status
pengelolaannya meningkat (Persen); (12) Persentase profil pengelolaan
perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen); (13) Tenaga Kerja
yang terlibat pada pengelolaan PSDI (orang) ; (14) Nilai rekonsiliasi kinerja
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan (nilai) ; (15) Indeks profesionalitas ASN
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan (indeks); (16) Persentase Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya I|kan yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar (persen); (17) Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan (persen); (19) Nilai survey kepuasan
masyarakat lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Indeks)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan 1l Tahun 2024 ini, diharapkan
dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan
kinerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan, Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap. Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan capaian
kinerja pada periode triwulan berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik
pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan
kinerja. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan dalam mendukung
“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya lkan yang Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Nelayan”.

Jakarta, Juli 2024
D_'__q’fgt\gk_l_?\engelolaan Sumber Daya Ikan
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Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1
(satu) tahun. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem pemerintahan yang
akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang
bertanggungjawab. LAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan Triwulan |
Tahun 2024 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan, sesuai dengan visi, misi dan sasaran
strategis Direktorat Pengelolaan Sumber Daya I|kan tahun 2020-2024 dan
Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan tahun 2024
merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan Rencana Strategis
(RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang
ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun,
kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan
Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut. Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya |kan menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga
belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Manajerial
(IKM) pada tahun anggaran 2024.
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1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung
penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya
untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis,
perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi
dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk
memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran stategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas
kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya lkan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi
pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan
mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP
(Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-
daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada
akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih
berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global,
mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.
Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional,
penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam
beberapa bidang. Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024, yang mana
pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
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atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah
laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran Kkinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran Kkinerja ini
dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan
kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi
pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja
instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja
yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,
relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai
salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban
menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita
bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan
tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan periode Triwulan Il Tahun 2023 ini
disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada public yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan bebas dari KKN;

2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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8. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah;

12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021
tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan
kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan | Tahun 2024. Pelaporan kinerja
ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Triwulan | Tahun 2024. Informasi kinerja yang disajikan dalam
laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran
kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan
yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan
kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan
analisis pengelolaan sumber daya ikan.
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang
berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan
kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan
dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang
berkelanjutan diperairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan,
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis
pengelolaan sumber daya ikan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut
pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan
sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial
dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;

5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber
daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan laut lepas, serta
pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Isu Strateqis

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, isu strategis dalam sektor kelautan
melalui pendekatan ekonomi yang termasuk dalam RPJMN yakni Pembangunan
ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya
ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi
landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup
sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri
pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua
fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan
dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan,
kemaritiman, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat
memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah
tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan
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oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan perikanan, modernisasi pertanian
yang berjalan lambat, dan rendahnya akses petani dan nelayan terhadap sumber
daya produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di
dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya
pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum
lestari (maximum sustainable yield/MSY), dan pemanfaatan lahan perikanan
budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan
pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan
sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan
kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam
maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor
kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan
sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan
yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu,
tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan
ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa
mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, peningkatan pengelolaan kemaritiman,
perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan
berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP,
meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang
laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan
jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas,
standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4)
meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan
kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan
dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM,
inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan
database kelautan dan perikanan.

Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan
implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan
target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water). Strategi pertama mencakup
penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan
WPP, pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian
rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau
kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi kedua
dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi
perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan
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bioteknologi. Strategi ketiga mencakup akselerasi produksi akuakultur,
pengembangan Kklaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi
tambak udang dan bandeng, ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem
pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang
berskala ekonomi dan berkelanjutan, eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas,
penguatan kerjasama usaha kecil dan besar perikanan, pengembangan pelabuhan
perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan
berbasis digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas
garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem
karantina ikan. Strategi keempat mencakup kemudahan fasilitasi usaha dan
investasi pemberian asuransi nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah
nelayan dan pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju,
pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang murah dan mudah
diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap
pengelolaan sumber daya, penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan
investasi perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang kondusif, serta
peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Strategi kelima
mencakup pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi,
penguatan literasi  maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan,
pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan
generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi teknologi perikanan
dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif, pembentukan pusat unggulan riset
kelautan dan kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna, cakalang, tongkol
(TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut serta komoditas
bernilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung
target ekspor dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa isu strategis dalam upaya
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;
2. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;

3. Masih mendominasinya perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi
sederhana sehingga memerluka peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta
diseminasi teknologi bidang perikanan tangkap;

4. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai
sumber pangan perikanan;

5. Belum optimalnya Produktivitas Perikanan Tangkap hasil operasional
penangkapan ikan;

6. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan
dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;

7. Ketersediaan BBM untuk nelayan masih belum optimal;
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11.
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Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;

Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil
tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;

Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan
daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait;

Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait
erat dengan Pengelolaan Sumber Daya lkan mulai dari Petugas Enumerator,
Petugas Pemantau, Petugas Kesyahbandaran, Petugas Logbook Penangkapan
Ikan; dan Tim Analisis dan Pengolah Data dalam rangka peningkatan kualitas
data mulai dari di Daerah hingga ke Pusat;

Masih diperlukannya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan
Peningkatan tata kelola pengelolaan sumber daya ikan secara nasional.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan

Triwulan Il Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1.

Bab | — Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan
informasi tentang penjelasan umum organisasi terkait pada kedudukan, tugas
pokok dan fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
oleh organisasi;

Bab Il — Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai
rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Arah kebijakan dan strategis
organisasi, menguraikan Indikator Kinerja dan target realisasi yang ingin dicapai
oleh organisasi serta menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtiar perjanjian
kinerja (PK) tahun 2024 dengan metode pengukurannya dan penjelasan singkat
mengenai DIPA Tahun 2024;

Bab Il = Akuntabilitas Kinerja, menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja
Organisasi, menguraikan tentang Capaian Sasaran kegiatan organisasi dan
Realisasi Anggaran (diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja) serta pelaporan hasil evaluasi implementasi SAKIP
organisasi periode Triwulan Il Tahun 2024;

Bab IV — Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang (triwulan
berikutnya) yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
sampai dengan Triwulan Il tahun anggaran 2024.
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2.1. Renstra Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam
pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima)
tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada
pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian
sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan yang
dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:
1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut
pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;

2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan
Laut Lepas;

3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui
penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal
perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.

4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

Sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, adapun tujuan Kkegiatan
pengelolaan sumber daya ikan adalah:

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan
pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;

2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan
pada ZEEI dan Laut Lepas;

3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di
WPPNRI melalui penerapan log book penangkapan ikan, penempatan observer
diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya
ikan di WPPNRYI,

4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI)
yang berkelanjutan di perairan darat; dan

5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI

dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan
WPPNRI;



2.2. Sasaran, target, dan indikator
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya

lkan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang
diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan sebagai
suatu outcome/impact dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan.
Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan Tahun 2023
adalah sebagai berikut :

Target
Target

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 2024 TWI TWI TWIL TWIV

1 Tata Kelola Sumber 1 Persentase kapal

Daya Ikan Di WPPNRI penangkap ikan yang
menyampaikan logbook
penangkapan ikan (persen)
2 Persentase Zona
Penangkapan Ikan Yang
Telah Dilaksanakan 100
Perhitungan Alokasi
Kuotanya (persen)

3 Persentase Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan yang
terdaftar di RFMO yang 100
dilakukan Pemantauan
(Persen)

65

4 Tingkat kualitas laporan
pemantauan di atas kapal
penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan (Nilai)

5 Persentase Hari Layar
Pemantauan di atas Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan (persen)

85,5

100 21,42 | 44,64 | 82,14

6 Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya 82
ikan di ZEEI dan Laut Lepas
(persen)

7 Persentase

posisi/rekomendasi/prakars
a Indonesia di bidang
pengelolaan sumber daya 100
ikan beruaya jauh yang
diterima di forum regional
(persen)

8 Persentase Pelaksanaan
kerjasama bilateral,
multilateral dan regional 80
pengelolaan sumber daya
ikan di laut territorial, dan
perairan kepulauan (persen)
9 Persentase pelaksanaan 77




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

pengelolaan sumber daya
ikan di laut teritorial dan
perairan kepulauan (persen)

Target
2024

10

Persentase Harvest
Strategy di Laut , Teritorial,
dan Perairan Kepulauan
yang disusun (Persen)

75

2 Produksi Perairan
Darat Meningkat

11

Persentase WPPNRI PD
yang Status Pengelolaanya
Meningkat (Persen)

100

12

Persentase Profil
Pengelolaan Perikanan
WPPNRI PD yang tersusun
(Persen)

100

3 Tenaga Kerja yang
terlibat pada
pengelolaan PSDI

13

Tenaga Kerja yang terlibat
pada pengelolaan PSDI
(orang)

211

4 Tata kelola
pemerintah yang baik
di lingkungan
Direktorat
Pengelolaan Sumber
Daya lkan

14

Nilai rekonsiliasi kinerja
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (nilai)

94

15

Indeks profesionalitas ASN
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan (indeks)

86

16

Persentase Unit Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar (persen)

94

TW.I

94

TWLII

Target

94 94

TWLIII

TW.IV

75

100

100

211

94

86

94

17

Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (persen)

80

18

Persentase penyerapan
anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen)

98

19

Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat lingkup
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan

88,3

80

88,3

80 80

88,3 | 88,3

80

98

88,3

2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya lkan

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya lkan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan
tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Tujuan khusus perjanjian

kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and
punishment).

w

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan telah
ditetapkan pada bulan Januari 2024. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan
target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan
Sumber Daya lkan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Perjanjian Kinerja
Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan Tahun Anggaran 2024, menjadi 4 (empat)
Sasaran Kegiatan (SK) dan 19 Indikator Kinerja (IK).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Sunaran Andikator Kinerja
_Smemagen | - . Tt KEMENTER
Tata kekclo sumber daya ikan ‘ 1 | Persentase kapal penanghap ikan yang ORAT

5 DIREKT

smab || fperen)
2 | Persentise 2ona penangkapan ikan yang jelah 100
.. Sing sokasi kucts Yo (persen) -
3 | Persentase knpaj penanghap (an dan kagal
penganghut kan yang terdaftar di RF MO S 00
diak)

yang diskukan pemantsn (cersen L - o
4| Tingkan kuaias Waponan pemaniasen d sl PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
penangkap ian dam kapal pengangi 855 DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
an
T Persentase ha Layas pemantauan di alas
penarghap dan dan kgl peoganghus 100

tapat
wan

Porsentase pelassanaan pengebolaan sumber
duya %am O ZEE] dan ket lepas {persen) [

& | Persentane pelawsanaan kerasams bioioral
mdtitern, dan regonal pengelolsan sumber

muma‘mmw

{

| Persentane petaksanaan cengeiolan sumbor
| doryn dam Lt torttortal dan peraran kegutwuan
R R A AR I

10 | Persontase harvest srategy o Wl tertoral
dan porairan kepukauan yang disusun (Persen)
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Gambar. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2024
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3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya lkan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap selaku unit kerja eselon | untuk dilaporkan menjadi Laporan
Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan harus dapat
dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun
kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dimana dalam hal ini untuk memenuhi
prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi
pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini
tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja
akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja,
membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama,
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kkinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan pada tahun 2024 telah
menetapkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator
Kinerja Manajerial (IKM) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC).
Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan diwujudkan melalui
pencapaian 5 (lima) sasaran kegiatan, 2 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3
(tiga) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebagaimana yang telah diiinput ke dalam
aplikasi KINERJAKU. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya Ikan Triwulan | Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, berikut rincian capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan Triwulan Il Tahun
2024, sebagai berikut :

Target | Target Realisasi

0
2024 TW. I TW. I %

Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan

Tata Kelola Persentase kapal penangkap

Sumber Daya ikan yang menyampaikan 143,
Ikan Di logbook penangkapan ikan 65 37,59 53,82 17
WPPNRI (persen)
2 | Persentase Zona
Penangkapan lkan Yang
Telah Dilaksanakan 100
Perhitungan Alokasi
Kuotanya (persen)
3 | Persentase Kapal
Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut Ikan  yang 100
terdaftar di RFMO yang
dilakukan Pemantauan
(Persen)
4 | Tingkat kualitas laporan
pemantauan di atas kapal 105,
penangkap ikan dan kapal 85,5 855 86 58
pengangkut ikan (Nilai)
5 | Persentase  Hari  Layar
Pemantauan di atas Kapal 109,0
Penangkap lkan dan Kapal 100 44,64 48,67 2
Pengangkut Ikan (persen)
6 | Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya 82

ikan di ZEEI dan Laut Lepas
(persen)

7 | Persentase
posisi/rekomendasi/prakarsa
Indonesia di bidang
pengelolaan sumber daya 100
ikan beruaya jauh yang
diterima di forum regional

(persen)
8 | Persentase Pelaksanaan
kerjasama bilateral,

multilateral dan regional

80
pengelolaan sumber daya
ikan di laut territorial, dan
perairan kepulauan (persen)
9 | Persentase pelaksanaan
pengelolaan sumber daya 77

ikan di laut teritorial dan
perairan kepulauan (persen)




Sasaran Kegiatan
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Indikator Kinerja

Persentase Harvest Strategy
di Laut , Teritorial, dan
Perairan Kepulauan yang
disusun (Persen)

Target
2024

75

Target
TW. I

Produksi
Perairan Darat
Meningkat

11

Persentase WPPNRI PD
yang Status Pengelolaanya
Meningkat (Persen)

100

12

Persentase Profil
Pengelolaan Perikanan
WPPNRI PD yang tersusun
(Persen)

100

Tenaga Kerja
yang terlibat
pada
pengelolaan
PSDI

13

Tenaga Kerja yang terlibat
pada pengelolaan PSDI
(Orang)

211

Tata kelola
pemerintah
yang baik di
lingkungan
Direktorat
Pengelolaan
Sumber Daya
Ikan

14

Nilai  rekonsiliasi  kinerja
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (nilai)

94

15

Indeks profesionalitas ASN
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (indeks)

86

B
e
s
KB

16

Persentase Unit Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar (persen)

94

Realisasi

0
TW. I %

94 133,33

17

Persentase = Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja lingkup
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan (persen)

80

18

Persentase penyerapan
anggaran Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (persen)

98

19

Nilai  Survey
Masyarakat lingkup
Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya lkan

Kepuasan

88,3

103,

80 83,02 -

100,7

88,3 88,98
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3.1.1. Realisasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan pada
Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya lkan di WPPNRI

3.1.1.1. IKU.01. Persentase Kapal Penangkap lkan yang Menyampaikan Log
Book Penangkapan lkan (Persen)

Data log book penangkapan ini ikan memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam
mekanisme pengelolaan sumber daya ikan. Data logbook penangkapan ikan ini
diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci dan terkini terhadap
tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan logbook, evaluasi pelaksanaan logbook di
pelabuhan perikanan, menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi data Log Book
Penangkapan melalui SILOPI dan menggunakan input data secara Elektronik
Logbook Penangkapan Ikan, serta menyampaikan inventarisasi isu dan
permasalahan dalam rangka perbaikan program logbook penangkapan ikan di setiap
pelabuhan perikanan UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap. Sehingga diharapkan dengan adanya dukungan Data Log Book
yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Pelabuhan Perikanan dapat menjadi rencana
tindaklanjut berupa Pengolahan dan Analisis Data Logbook Penangkapan Ikan yang
dapat mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Log Book Penangkapan lkan di 11
WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah kapal penangkap ikan yang
menyampaikan laporan log book penangkapan ikan terhadap total kapal penangkap
ikan yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan
Sistem Informasi 1zin Kapal Daerah (SIMKADA). Data kapal penangkap ikan terdaftar
dalam aplikasi SILAT dan SIMKADA yang digunakan dalam pengukuran indikator
menggunakan tahun dasar 2022.

Tabel. Capaian IKU Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log
Book Penangkapan lkan (Persen)

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 1 Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

I 2024 TW Il | Realisasi
2024 thd
Target
37,59% 53,82% 143,17%

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Log book Penangkapan lkan dengan
menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi
SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. Juni 2024, data
kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan lkan di 11 WPPNRI
dan Laut Lepas sebanyak 11.179 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 39.120 trip.
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kenaikan Data
Log Book Penangkapan lkan periode yang sama pada Tahun 2024 dibandingkan
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tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa upaya-upaya dalam pelaksanaan kegiatan
pengumpuan, pengolahan, dan analisis data Log Book penangkapan ikan telah
mendapatkan hasil yang optimal dalam capaian target yang diinginkan.

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
Laut WPP WPP WPP WPP WPP WPP WPP WPP WPP WPP WPP
lepas 571 572 573 ™11 72 T3 74 716 716 717 718

Jumlah Kapal Jumlah Trip

Gambar. Data Kapal dan Jumlah Trip Kapal yang telah melaporkan Log Book

Penangkapan lkan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Kapal Penangkap lkan
yang Menyampaikan Log Book Penangkapan lkan pada Triwulan 2 Tahun 2024,
antara lain:

a.

=

Bimbingan teknis pengisian dan pelaporan Log Book / elLogbook
penangkapan ikan di Kab. Morotai Prov. Maluku Utara pada tanggal 15-19
Mei 2024;

Bimbingan teknis pengisian dan pelaporan Log Book / elLogbook
penangkapan ikan di Kab. Minahasa Utara dan Kab. Minahasa Prov.
Sulawesi Utara pada tanggal 20-24 Mei 2024;

Sosialisasi penerapan Log Book Penangkapan lkan dalam upaya
pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di PPI Dumai Kota Dumai
yang diselenggarakan oleh DKP Prov. Riau pada tanggal 29-31 Mei 2024,
Sosialisasi penerapan Log Book Penangkapan Ikan dalam upaya
pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Aula PPN Sibolga yang
diselenggarakan pada tanggal 27-29 Juni 2024;

Sosialisasi penerapan Log Book Penangkapan I|kan dalam upaya
pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Aula DKP Prov.
Sulawesi Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Juni 2024;
Peningkatan kapasitas Tim Analisis Log book Penangkapan Ilkan
bekerjasama dengan mitra pembangunan KKP;

Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan lkan; dan
Pengembangan Aplikasi SILOPI.
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Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun
sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan
log book penangkapan ikan (persen) adalah baru, dan belum terdapat pada Renstra,
oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama (IKU)
baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
3) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada TW Il Tahun 2024, Indikator Persentase kapal penangkap ikan yang
menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) telah mencapai target yang telah
ditentukan. Faktor penentu keberhasilan capaian Persentase kapal penangkap ikan
yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen) selain komitmen sumber
daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung (1)
Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan lkan; (2)
Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut pada Tahun 2022 melalui Daring dan Luring; (3) Memberikan Sosialisasi
kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait
Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Keluatan dan Perikanan secara
berkala; (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalah pelaksanaan Kegiatan Data Log
Book Penangkapan lkan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk
menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5)
mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi
Log Book Penangkapan lkan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai
dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan
anggaran PHLN (GEF-5 dan GEF-6) dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan aktivasi
log book penangkapan ikan.

3.1.1.2. IKU.02. Persentase Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan
Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Kuota Penangkapan lIkan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan
yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan lkan Terukur (PP Nomor 11 tahun
2023). Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan
proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota
penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Zona penangkapan
ikan terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan
laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan
secara terukur. Indikator ini menunjukkan zona penangkapan ikan yang dihitung kuota
penangkapan ikannya. Metode penghitungan kuota penangkapan ikan
mempertimbangkan prinsip perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan dan tanggung
jawab sosial serta kepatuhan. Mekanisme penghitungan kuota penangkapan ikan
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mengacu pada estimasi, potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat
pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan oleh Menteri.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan (saat ini dikenal dengan kuota
penangkapan ikan) mampu memberikan gambaran mengenai total allowable catch
(TAC) atau disebut dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di perairan
Indonesia khususnya dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) dengan melihat besaran pemanfaatan SDI yang telah dilakukan
atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan kuota penangkapan ikan dilakukan
dengan tujuan untuk menerapkan skema pengelolaan SDI berbasis output control
terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di pemerintah pusat
maupun di pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tahapan penghitungan kuota penangkapan ikan:
1. Pengumpulan Data:

Data yang dikumpulkan antara lain : (1) estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah

tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan,

(2) statistik perikanan tangkap, (3) log book penangkapan ikan, (4) kawasan

konservasi per provinsi, (5) batas tangkapan/kuota tuna dan cakalang yang

ditetapkan oleh RFMOs, serta (6) karakteristik habitat dan sumber daya ikan.
2. Pengolahan data dan penghitungan kuota:

a. Menentukan proporsi kuota penangkapan ikan berdasarkan kewenangan
wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut), meliputi industrial,
nelayan lokal, dan bukan tujuan komersil;

b. Menentukan bobot dan nilai pembobotan untuk setiap kriteria yang telah
ditetapkan;

c. Menghitung kuota penangkapan ikan per kelompok jenis ikan berdasarkan
kewenangan wilayah perairan (diatas 12 mil laut dan s.d 12 mil laut) dan per
propinsi per WPPNRI per zona penangkapan ikan .

3. Pembahasan hasil penghitungan
4. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota
Penangkapan lkan

Pengumpulan data: ¥ Pengolahan Data:

1.estimasi potensi sumber daya 1. Menentukan proporsi alokasi Penghitungan persentase
ikan, jumlah tangkapan yang pusat dan daerah; jumlah zona penangkapan
diperbolehkan (JTB), dan 2. Menentukan bobot dan nilai ikan yang telah dihitung
h"!;lkift pemanfaatan sumber pembobotan untuk setiap kuota penangkapan ikannya
daya ikan, kriteria yang telah ditetapkan;

2 statistik perikanan tangkap, 3. Menghitung kuota

3Jog book penangkapan ikan, penangkapan ikan per

4 kawasan konservasi per kelompok jenis ikan
provinsi berdasarkan kewenangan

5.batas tangkapan/kuota tuna wilayah perairan (diatas 12 mil
dan cakalang yang ditetapkan laut dan s.d 12 mil laut) dan
oleh RFMOs, per provinsi per WPPMNRI.

6.karakteristik dan habitat % Pembahasan hasil
sumber daya ikan penghitungan

\ / » Penyusunan Rancangan

Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan tentang Kuota
Penangkapan lkan

Gambar. Alur Proses Perhitungan Zona Penangkapan Ikan Yang Telah
Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya
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Tabel. Capaian IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan

SK. 1

IKU 1

Alokasi Kuotanya (Persen)

Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

Penangkapan lkan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (Persen)

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %
I 2024 T™W Il | Realisasi
2024 thd

Target

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung capaian IKU Zona Penangkapan
Ikan Yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya pada Triwulan 2 Tahun
2024, antara lain:

a.

g.

Reviu formulasi penghitungan kuota penangkapan ikan dengan melibatkan
Unit Eselon Il lingkup DJPT, BBPI, Pusdatin KKP, Komnas KAJISKAN,
Akademisi, Peneliti dari BRIN;

Simulasi penghitungan kuota penangkapan ikan menggunakan formulasi hasil
reviu;

Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota
Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan melibatkan unit Eselon
Il lingkup DJPT, akademisi, Peneliti dari BRIN;

Simulasi penghitungan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus)
berdsarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);

Sosialisasi penetapan nelayan BBL, pembagian kuoata BBL oleh Dinas
Provinsi kepada nelayan dan mekanisme penerbitan SKA;

Koordinasi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla
spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur,
Banten, Lampung, dan NTB;

Pengembangan Aplikasi SILOKER.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun

sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase IKU Zona Penangkapan Ikan Yang Telah
Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) adalah baru, dan belum
terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode
renstra yang akan datang.

4) Perbandingan dengan Target Renstra
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Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama
(IKU) baru.

5) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
6) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada TW Il Tahun 2024, Persentase IKU Zona Penangkapan lkan Yang Telah
Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen) telah mencapaitarget yang telah
ditentukan memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan kuota
penangkapan ikan dan meningkatkan peran serta dari para peneliti, akademisi, serta
terus melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya lkan
(Komnas KAJISKAN) terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme

penghitungan kuota penangkapan ikan.

7) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

(1) Melaksanakan rapat pembahasan tata cara penghitungan Kkuota
penangkapan ikan, (2) Penyusunan mekanisme penghitungan alokasi SDI di WPPNRI
dalam rangka merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha
Penangkapan lkan di WPPNRI, serta Menyusun rancangan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan lkan, (3) Pembahasan Laporan
Indepth Interview Quota, (4) Koordinasi pembahasan aplikasi ketertelusuran ikan, dan
(5) Sidang ke-I Komnaskajiskan.

3.1.1.3. Persentase Kapal Penangkap lkan Dan Kapal Pengangkut lkan Yang
Terdaftar Di Rfmo’s Yang Dilakukan Pemantauan

Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona
ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara,
atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Sedangkan
Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang
berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Kepentingan bersama
antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas tersebut mendorong
terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah Regional
Fisheries Management Organization (RFMO). Berbagai aturan-aturan telah
diterbitkan oleh RFMOs yang dimaksudkan untuk ketertiban dan keharmonisan antara
peraturan regional dan negara-negara. Legitimasi masyarakat internasional
membawa RFMOs menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam
menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.
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Cara perhitungannya vyaitu persentase hasil rekapitulasi jumlah kapal
perikanan yang dilakukan pemantauan terhadap cakupan kapal perikanan yang wajib
dilakukan pemantauan sesuai dengan resolusi RFMOs. Adapun kewajiban cakupan
penempatan pemantau di kapal penangkap ikan sesuai Resolusi RFMO vyaitu (1)
cakupan penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi diwilayah 10TC
masing-masing sebesar 5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, longline
dan Gillnet, (2) penempatan Pemantau di atas kapal yang beroperasi di wilayah
CCSBT dengan alat tangkap longline sebesar 10%, (3) cakupan penempatan
Pemantau di atas kapal yang beroperasi diwilayah WCPFC masing-masing sebesar
5% untuk kapal dengan alat tangkap Purse Seine, Longline, Pole and Line, Handline,
Gillnet dan Troll.

Tabel. Capaian Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan
Yang Terdaftar Di RFMO’s Yang Dilakukan Pemantauan Tahun 2024

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 3 Persentase Kapal Penangkap lkan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang Terdaftar Di RFMO’s Yang
Dilakukan Pemantauan Tahun 2024

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %
I 2024 T™W Il | Realisasi
2024 thd

Target

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator
Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut lkan Yang Terdaftar Di
RFMOQO’s Yang Dilakukan Pemantauan selain komitmen sumber daya manusia, juga
didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif
dari stakeholder terkait terhadap pelaksanaan kegiatan penempatan petugas
pemantau diatak kapal perikanan. Hambatan pencapaian indikator kinerja ini yaitu
keterbatasan petugas pemantau dan rendahnya informasi terkait dengan resolusi
RFMO terkait kewajiban penempatan petugas pemantau di kapal perikanan yang
terdaftar dalam RFMO. Sedangkan upaya yang perlu dilakukan kedepannya, yaitu
perlunya pembahasan lebih intensif bersama dengan Pelaksana Pelabuhan
Perikanan, Fungsional P3T dan AP3T, Peneliti, Praktisi Perikanan, dan Pelaku usaha
sehingga penempatan petugas pemantau diatas kapal perikanan yang terdaftar dalam
RFMO dapat efektif dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

1) Perbandingan dengan Target Renstra
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Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama
(IKU) baru.

2) Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
3) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas
Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut lkan Tahun 2024. Hambatan
pencapaian indikator kinerja ini yaitu keterbatasan petugas pemantau dan
rendahnya informasi terkait dengan resolusi RFMO terkait kewajiban
penempatan petugas pemantau di kapal perikanan yang terdaftar dalam
RFMO.

4) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung
indikator Persentase Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Yang
Terdaftar Di RFMO’s Yang Dilakukan Pemantauan selain komitmen sumber
daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung
yaitu adanya peran aktif dari stakeholder terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan penempatan petugas pemantau diatak kapal perikanan. Sedangkan
upaya yang perlu dilakukan kedepannya, yaitu perlunya pembahasan lebih
intensif bersama dengan Pelaksana Pelabuhan Perikanan, Fungsional P3T
dan AP3T, Peneliti Praktisi Perikanan, dan Pelaku usaha sehingga
penempatan petugas pemantau diatas kapal perikanan yang terdaftar dalam
RFMO dapat efektif dilaksanakan.

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini
adalah sebagai berikut:

Penyusunan SOP pelaksanaan Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan
Kapal Pengangkut Ikan.

Perencanaan Perekrutan petugas Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan
Kapal Pengangkut Ikan Baru Sebanyak 27 Orang

Konsultasi Pilot Project Observer Program dengan Sekretariat RFMOs.
Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan
yang beroperasi di wilayah RFMOs, dan

Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan
RFMO)

Rapat koordinasi terkait dengan persiapan Seleksi Penerimaan Petugas
Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut lkan TA 2024
pada Maret 2024



Laporan Kinerja Al
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan Trin)Ian Il Tahun 20124 |

e Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut lkan di PPN Kejawanan Cirebon dan PPS Nizam Zachman Jakarta
pada April s.d Mei 2024

e Sidang Pleno Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di Atas Kapal Penangkap
Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan TA 2024 pada Mei 2024 dengan hasil sebanyak
26 peserta yang diterima menjadi calon observer

e Pilot Project Transhipment (ATLI) Bali terkait dengan 17 kapal pengangkut
Indonesia yang terdaftar dalam IOTC pada Mei 2024

it iRerik
g Pegampira
Kecamatan LemahwungkuK
Kota Cirebol
> 7 Jawa Bara
im., RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir » . AsrA CORUER] Altitud:25.0
X Speed:i0:Tkm/

Rapat koordinasi persiapan Seleksi Penerimaan Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di PPN
Petugas Pemantau Kejawanan

Seleksi Penerimaan Petugas Pemantau di PPS Pilot Project Transhipment (ATLI) Bali

Nizam Zachman

3.1.1.4. Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap lkan
Dan Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan Observer diatas kapal perikanan bertujuan untuk
mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan
pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal merupakan salah satu
saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook Penangkapan Ikan
(LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau (observer) di
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Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional Fisheries
Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau/observer di
kapal penangkap ikan.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil
tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta
posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas
kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
33/KEPMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan lkan, Pemantauan di Atas
Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan, Inspeksi, Pengujian, dan
Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.
Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kelautan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun
2012 dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
sebagaimana telah diubah melalui Perikanan dan Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Usaha Perikanan Tangkap serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi.

Tabel. Capaian Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap
Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 4 Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut
Ikan (nilai)

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

112024 TW Il | Realisasi
2024 thd
Target
85,5% 86% 105,58%

Penilaian indikator dimaksud memuat aspek Teknis dan Non Teknis, dimana
aspek teknis memuat Kemampuan tentang kegiatan penangkapan ikan, Kesesuaian
pengisian data hasil tangkapan, Kelengkapan pengisian borang, Hasil tes tertulis dan
Ketepatan penyampaian laporan. Sedangkan aspek non teknis memuat Tertib
administrasi, Motivasi dan kemauan bekerja, Komunikasi dan Kerjasama.
Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut terhadap 68 orang pemantau didapatkan hasil
rata-rata nilai tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan sebesar 86 pada TW Il Tahun 2024.
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Walaupun target telah terlampaui, tetapi masih terdapat beberapa laporan yang
kualitasnya belum mencapai target. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan Sumber
Daya lkan melakukan beberapan tindak lanjut, diantaranya yaitu:

Memberikan teguran kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut lkan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja dengan
maksimal.

Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas, fungsi
dan peran Pematau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan di
lokasi penempatan pemantau.

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegaiatan Pemantauan di
Atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan untuk menjaring isu
permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.

Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan
kegiatan pemantauan.

Gambar. Lokasi Penempatan Pemantau Tahun 2024

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di
Atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut lkan.
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e Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut lkan.

e Pelaksanaan peningkatan kapasitas briefer dan debriefer Pemantau di atas Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan.

e Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut lkan.

e Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk kebutuhan
RFMO), dan

e Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan aplikasi dan analisis data.

e Pembekalan Teknis Kapasitas Petugas Debriver di Zona Penangkapan lkan
Terukur Tahun 2024 pada Mei 2024

wmuefLieRrona

Pembekalan Teknis Kapasitas Petugas Debriver di Zona PIT

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun
sebelumnya, dikarenakan IKU Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal
Penangkap lIkan dan Kapal Pengangkut lkan adalah baru, dan belum terdapat pada
Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang akan
datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama
(IKU) baru.

2) Perbandingan dengan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
3) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan
Pada TW Il Tahun 2024, Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan Tahun 2024 belum terdapat capaian,
dikarenakan pengukuran pada IKU ini adalah semesteran, namun dengan melihat
capaian tahun lalu mengenai tingkat kualitas laporan observer, Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan beberapan tindak lanjut, diantaranya
yaitu:
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Memberikan teguran kepada Pemantau di Atas Kapal Penangkap lkan dan
Kapal Pengangkut lkan agar dapat memperbaiki kinerja dan pelaporan kerja
dengan maksimal.

Melakukan sosialisasi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan, Pemilik Kapal dan stakeholder terkait tentang tugas,
fungsi dan peran Pematau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut Ikan di lokasi penempatan pemantau.

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kegaiatan Pemantauan di
Atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan untuk menjaring isu
permasalahan yang terbaru dan upaya penyelesaiannya.

Melakukan finalisasi pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan termasuk didalamnya pelaporan
kegiatan pemantauan. Hambatan pencapain indikator kinerja ini yaitu
terlambatnya laporan pemantau yang disampaikan karena terkendala waktu on
board.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Kegiatan

Pendukung indikator Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap
Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

Rapat Koordinasi Teknis Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan.

Briefing dan Debriefing Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut Ikan.

Peningkatan Kapasitas Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan
Pengangkut Ikan khusunya terkait pencatatan dan penanganan ETP.
Pelaksanaan peningkatan kapasitas briefer dan debriefer Pemantau di atas
Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan
Kapal Pengangkut Ikan.

Penguatan pendataan dan analisis data pemantauan (termasuk untuk
kebutuhan RFMO), dan Koordinasi dengan mitra dalam rangka pengembangan
aplikasi dan analisis data.

3.1.1.5. Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan

Kapal Pengangkut Ikan

Kegiatan Pemantauan di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut

Ikan bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan
penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung diatas kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Kegiatan pemantauan di atas kapal
merupakan salah satu saran untuk memverifikasi laporan Nakhoda melalui Logbook
Penangkapan Ikan (LBPI). Selain itu juga untuk memenuhi ketersediaan pemantau
(Observer) di Indonesia sebagai dari pemenuhan resolusi dan kepatuhan di Regional
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Fisheries Management Organizations (RFMOs) dalam hal penempatan pemantau di
kapal penangkap ikan.

Tabel. Capaian Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap lkan
Dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024

Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

Persentase Hari Layar Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap lkan Dan Kapal Pengangkut Ikan
Tahun 2024

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

I 2024 TW Il | Realisasi
2024 thd
Target
44,64% 48,67% 109,02%

Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan dimulai
Periode April s.d Juni 2024 yang dilaksanakan di 7 WPPNRI dan Laut Lepas dengan
84 Trip Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 2726 hari layar.
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400

190
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0 - —
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Gambar. Jumlah Hari Layar April s.d Juni Tahun 2024 di WPPNRI dan Laut lepas

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di

Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, antara lain:

e Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
yang beroperasi di wilayah
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e Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar pemantau,
dan Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku usaha/pemilik kapal.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-
tahun sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Hari Layar Pemantauan Di
Atas Kapal Penangkap lkan Dan Kapal Pengangkut Ikan (persen) merupakan
IKU baru, dan belum terdapat pada Renstra, oleh karena itu kedepan perlu
dimasukkan pada periode renstra yang akan datang.

1) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena Indikator Kerja Utama
(IKU) baru.

2) Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
3) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap
Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Tahun 2024. Hambatan pencapain indikator kinerja
ini yaitu Dokumen RPP yang sedang direview maupun yang akan ditetapkan, masih
perlu perbaikan redaksional, narasi, gambar, grafik, tabel, dll ;

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung indikator Persentase Hari Layar Pemantauan Di
Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut lkan, antara lain:
e Penetapan Daftar Kapal yang akan ditempatkan pemantau melalui surat
kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.
e Pengembangan aplikasi eBorang (mulai dari pengajuan sampai dengan
analisis).
e Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk uang layar

pemantau, dan Sosialisasi pelaksanaan pemantauan kepada pelaku
usaha/pemilik kapal.

3.1.1.6. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan
Laut Lepas (Persen)

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam
menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan
ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan ikan di WPPNRI
diantaranya meliputi perairan ZEEI dan laut lepas. Kegiatan ini menunjukkan jumlah
WPPNRI yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas

melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut



Laporan Kinerja Al
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan Trin)Ian Il Tahun 20124 | D

Lepas, yaitu: (1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dalam
Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, Tongkol; (2) Melaksanakan
Harvest Strategy) Perikanan Tuna di WPPNRI; (3) Melaksanakan pengolahan dan
analisis atas data pemanfaatan tuna; (4) Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal
perikanan ke RFMO; dan (5) Melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai
dengan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran
kapal perikanan ke RFMO.

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya
ikan di laut ZEEI dan laut lepas per tahun selama periode pengelolaan 2021-2026
melalui pelaksanaan rencana aksi pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang
sasaran di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717, Laut Lepas Samudera
Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik serta pelaksanaan rencana aksi
Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas
Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik. Capaian IKU Persentase
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya lkan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) pada

Triwulan Il Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:

Tabel. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya
Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Triwulan Il Tahun 2024

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 6 Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya lkan di ZEEI dan Laut Lepas

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

112024 TW Il | Realisasi
2024 thd
Target

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan

metode penghitungan sebagai berikut:
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Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran A (%) = %100

Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran B (%) = x100
Jumlah Rencana Aksi Sasaran B
Jumlah Rencana Aksi Sasaran C yang telah dilaksanakan
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran C (%) = x100
Jumlah Rencana Aksi Sasaran C
Jumlah Rencana Aksi Sasaran D yang telah dilaksanakan,
Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Sasaran D (%) = x100
Jumlah Rencana Aksi Sasaran D
Capaian Rencana Aksi (Sasaran A + Sasaran B + Sasaran C + Sasaran D)
Presentase Pelaksanaan Pengelolaan SDI di =  ——roan Rencana Aks (Sasaran
ZEEl dan Laut Lepas (%) 4
Keterangan:

Rencana Aksi Sasaran B = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 713, 714 dan 715

Rencana Aksi Sasaran C = Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di WPPNRI 716, 717 dan Laut Lepas
Samudera Pasifik,

Rencana Aksi Sasaran D = Pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11 WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia

dan Laut Lepas Samudera Pasifik

Adapun upaya-upaya pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas yang dilakukan

pada tahun 2024 meliputi:

a.

Pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran
di WPPNRI 573, 572, 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia tahun 2021 — 2024
sebanyak 59 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 428.

Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di
WPPNRI 713, 714 dan 715 tahun 2021 — 2024 sebanyak 53 rencana aksi dari total
rencana aksi sejumlah 358.

Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang Sasaran di
WPPNRI 716 dan 717 dan Laut Lepas Samudera Pasifik tahun 2021 — 2024
sebanyak 55 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 397.

Pelaksanaan rencana aksi pengelolaan Tongkol dan Tenggiri Sasaran di 11
WPPNRI serta Laut Lepas Samudera Hindia dan Laut Lepas Samudera Pasifik

sebanyak 23 rencana aksi dari total rencana aksi sejumlah 94.

Dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan

Laut Lepas yang berkelanjutan, pada triwulan Il tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa
kegiatan, antara lain:

1.

Melaksanakan Verifikasi dan finalisasi data tuna sirip biru selatan (southern
bluefin tuna (SBT)) Tahun 2023 dan penetapan distribusi kuota SBT Tahun
2024

a. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 yang dipimpin oleh Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap dan dihadiri secara luring oleh Direktur
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Pengelolaan Sumber Daya lkan, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Ketua
Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas - Dit.PSDI, Ketua Tim Kerja
Pemantauan di atas Kapal Penangkap dan Pengangkut lkan - Dit.PSDI,
Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI), Sekretaris
Jenderal Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu Indonesia (ASPERTADU),
serta perwakilan dari PPS Nizam Zachman Jakarta, Pusat Data, Statistik dan
Informasi KKP, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan,
Fungsional P3T dan Pelaksana Dit. PSDI. Secara daring juga hadir perwakilan
oleh PPS Cilacap, PPN Pengambengan, PPP Pondokdadap, PPP Labuhan
Lombok, Petugas Validasi CDS PPN Pengambengan dan perusahaan
pemegang kuota SBT.
Berdasarkan Alokasi TAC CCSBT, kuota tangkapan SBT Indonesia tahun 2023
adalah sebesar 1.122.800 Kg. Namun karena pada tahun 2019 dan 2020
mengalami over-catch sebesar 456.584 Kg, maka Indonesia harus melakukan
payback sebesar 91.317 kg pertahun selama 5 tahun (2022-2026). Sehingga
Indonesia hanya dapat memanfaatkan SBT pada musim penangkapan tahun
2023 sebesar 1.031.483 Kg. Kuota nasional SBT Indonesia adalah hasil
tangkapan yang berasal dari keseluruhan armada perikanan, termasuk hasil
tangkapan SBT dari perikanan artisanal (kapal berukuran < 30 GT).
Berdasarkan validasi hasil tangkapan SBT Indonesia pada musim
penangkapan 2023 sesuai dengan Catch Documentation Scheme (CDS) yang
akan dilaporkan kepada Sekretariat CCSBT ditetapkan hasil tangkapan SBT
Indonesia pada musim penangkapan tahun 2023 adalah sebesar 1.031.345
Kg. Dengan demikian, tangkapan SBT untuk tahun 2023 tidak mengalami over
kuota.
Realisasi penangkapan SBT berdasarkan CDS tahun 2023 adalah sebagai
berikut:
e ATLI dengan tangkapan sebesar 981.688 Kg dari total kuota sebesar
981.659 Kg
e ASPERTADU dengan tangkapan sebesar 38.816 Kg dari total kuota sebesar
38.883 Kg.
e CADANGAN 10% telah termanfaatkan 10.841 Kg dari total kuota sebesar
10.941 Kg.
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Kuota nasional Southern Bluefin Tuna (SBT) Indonesia untuk musim
penangkapan tahun 2024 adalah sebesar 1.244.683 Kg.

Kuota nasional SBT Indonesia adalah hasil tangkapan yang berasal dari
keseluruhan armada perikanan, termasuk hasil tangkapan SBT dari perikanan
artisanal (kapal berukuran < 30 GT).

Berdasarkan kesepakatan rapat, untuk mengakomodir tangkapan SBT tahun
2024 diluar perusahaan/kapal anggota ATLI dan Aspertadu, maka Distribusi
Kuota Hasil Tangkapan Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin
Tuna) untuk musim penangkapan tahun 2024 akan mencadangkan 5% dari
kuota nasional yang akan dikelola oleh Dit. PSDI dengan rincian sebagai

berikut:

Pay Kuota Setelah Kuota Jumlah

Nama TAC . Cadangan | Dipotong Awal Kuota

No. Asosiasi Back Nasional 0 - L
sosiasi 2024 (Kg) (Kg) SBT (Kg) 5% Cadangan | Asosiasi | Asosiasi

5% (%) (Kg)

1. ATLI 1.336.000 | 91.317 | 1.244.683 62.234 | 1.182.449 96,19 | 1.137.398
2. ASPERTADU 3,81 45.051
3 CADANGAN 62.234

5%

JUMLAH 100,00 | 1.244.683

Pada saat kuota cadangan 5% tidak termanfaatkan sepenuhnya hingga akhir
bulan Oktober 2024, maka kuota cadangan dapat juga didistribusikan pada
perusahaan/kapal anggota ATLI dan Aspertadu.

Memperhatikan ketentuan pelaporan hasil tangkapan SBT kepada sekretariat
CCSBT untuk musim tangkapan SBT Indonesia hasil tangkapan tahun 2024,

adalah selambat-lambatnya 90 hari atau pada tanggal 31 Maret 2025, maka

batas akhir pelaporan dari asosiasi adalah 15 Januari 2025 untuk SBT fresh
dan 31 Januari 2025 untuk SBT Frozen.
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verifikasi dan finalisasi data tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna (SBT)) Tahun 2023
dan penetapan distribusi kuota SBT Tahun 2024

2. Melaksanakan Pertemuan Forum Rumpon Nasional

Perizinan rumpon menjadi isu yang semakin penting di Indonesia salah satu
masalah ialah sistem pendaftarannya. Dari hasil forum rumpon yang telah
dilakukan sebelumnya, terjadi kolaborasi di antara para stakeholder dalam
mempercepat pendaftaran rumpon di antaranya adalah dua rumpon telah
memiliki PKKPRL dan SIPR serta beberapa rumpon lainnya dalam tahap
perbaikan dan penilaian melalui OSS. Selain itu forum rumpon juga
menghasilkan berbagai rekomendasi dan melakukan identifikasi permasalahan
pendaftaran rumpon seperti sulitnya melengkapi persyaratan PKKPRL,
lamanya proses penilaian PKKPRL yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat,
belum adanya bimbingan teknis pendaftaran rumpon bagi pelaku pemanfaatan
rumpon, belum optimalnya pengawasan dan isu-isu lainnya. Tantangan ini
mengakibatkan pelaku usaha cenderung memilih untuk tidak mendaftarkan
rumponnya. Akibatnya pelaku usaha terus memasang rumpon tanpa izin
sehingga jumlahnya kini semakin banyak

- Untuk menangani masalah rumpon ini, Pemerintah Indonesia telah berupaya
mengelola rumpon melalui penerbitan berbagai kebijakan. Sejak tahun 1997
hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sebanyak delapan
kebijakan terkait dengan rumpon. Kebijakan rumpon terbaru di atur melalui
KEPMEN KP no. 7 tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur
Penangkapan Ikan III Di WPPPNRI dan PERMEN KP no. 36 tahun 2023 tentang
Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di
Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia Di Perairan Darat. Pada bulan Oktober tahun 2023 yang
lalu, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan dokumen framework
Harvest Strategy Tuna Tropis di perairan kepulauan Indonesia yang meliputi
WPPNRI 713, 714 dan 715. Dalam framework Harvest Strategy Tuna Tropis di
perairan Kepulauan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa
pembatasan pemanfaatan rumpon sebagai salah satu tindakan pengelolaan
(management measures). Walaupun pemanfaatan rumpon dianggap efisien
untuk mengurangi biaya penangkapan, hasil tangkapan juvenile tuna masih
menjadi isu dalam perikanan yang menggunakan rumpon.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah :

a. Berbagi informasi terkait penguatan pengelolaan rumpon yang meliputi
tantangan dan peluang dalam proses pendaftaran rumpon berupa proses
PKKPRL dan SIPR, rekomendasi kajian strategis implementasi kebijakan
rumpon dan studi dampak pemanfaatan rumpon pada perikanan tuna.

b. Mendapatkan rekomendasi dan solusi teknis terhadap ragam persoalan dalam
proses pendaftaran dan perizinan rumpon agar percepatan implementasi
kebijakan rumpon dapat dilakukan dengan mudah dan terukur.

c. Menyusun rencana aksi dalam peningkatan jumlah rumpon yang terdaftar baik
pada jalur penangkapan II maupun jalur penangkapan III.
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Gambar XX. Pertemuan Forum Rumpon Nasional

3. Melaksanakan pengolahan dan menyusun hasil analisis atas data pemanfaatan
tuna

Data Catch Documentation Scheme (CDS)/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota
Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW | dan Il tahun 2024:

Tabel XX. Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan
Triwulan Il tahun 2024:

Bulan Jumlah lkan Berat (KQg) KEESITEJS;aBneZEB)
January 2024 3,692 303,105 348,570.75
February 2024 2,409 195,221 224,504.15
March 2024 1,465 117,317 134,914.55
April 2024 996 83,160 95,634.00
May 2024 213 17,376 19,982.40
June 2024 3 196 225.40
July 2024 - - -
August 2024 - - -
September 2024 - - -
October 2024 - - -
November 2024 - - -
December 2024 - - -

TOTAL 8,778 716,375 823,831.25

Pada TW | dan Il Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya lkan di ZEEI dan Laut Lepas (persen) telah melaksanakan kegiatan yang telah
direncanakan. Faktor penentu keberhasilan capaian IKU Pelaksanaan Pengelolaan Sumber
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Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh
perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu peran aktif unit kerja terkait lingkup KKP dan
Kementerian/Lembaga lainnya serta para stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya lkan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2024. Hambatan pencapaian
indikator kinerja ini diantaranya:

a. Perlunya penguatan dan analisis data primer yang melibatkan berbagai unit kerja terkait;
dan

b. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT;

Adapun upaya perbaikan yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalah
tersebut, antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;

b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;

c. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui
penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait
sharing data; dan

d. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun early
system warning dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

3.1.1.7. Persentase posisilrekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang
pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional (Persen)

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara
dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE
Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan
di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia,
pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu,
sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (shared stock)
atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (highly migratory stocks) serta
sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaanya harus melalui kerjasama dengan
negara lain.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua
spesies yang tergolong pada perikanan seperti : seabirds, turtles, dolphins, sharks
dan non-target fish; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:
a. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

e Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik

Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar

internasional yang diterima secara umum”.
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e Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan
berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.

e Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan
badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama
pengelolaan perikanan regional dan internasional ”

b. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan
teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di
laut lepas (High Seas).

c. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia
seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific
Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola
seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).
Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO,
SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat
Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan
aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan
pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya
beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

a. Contracting Party pada Indian Ocean Tuna Commision (IOTC).

b. Member pada Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna (CCSBT)

c. Contacting Party ada Western and Central Pacific Fisheries Commission
(WCPFC)

d. Cooperating Non Member pada Inter-American Tropical Tuna Commission
(IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut
serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya Ikan khususnya yang menyangkut
Highly Migratory, membantu Indonesia dalam menanggulangi 1UU Fishing dan
terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan Highly Migratory. Selain manfaat yang
diperoleh, sebagai anggota dan cooperating non member di RFMO, Indonesia
berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan Conservation and Managment

Measures (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal
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berbendera Indonesia dalam authorised vessel list RFMOs, sehingga kapal-kapal
Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOs, pelaksanaan
IOTC Statistical Document Programme, program CCSBT Cacth Documentation
Scheme (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / Southern
Bluefin Tuna (SBT).

Indikator ini menunjukkan persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia
di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional per tahun
berdasarkan perbandingan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diajukan oleh
Indonesia di forum regional dengan posisi/rekomendasi/prakarsa yang diterima.
Capaian IKU Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang
pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional pada Triwulan Il Tahun
2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel. Target dan Realisasi Persetase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh di Forum Regional

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 7 Persetase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya lkan
Beruaya Jauh di Forum Regional

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

112024 T™W Il | Realisasi
2024 thd
Target

1) Perbandingan dengan Standar Nasional Tidak Dapat membandingkan dengan
target nasional.
2) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan
Dalam rangka mendukung tercapainya Persentase
Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan Sumber Daya lkan
Beruaya Jauh di Forum Regional, pada triwulan Il tahun 2024 telah dilaksanakan

beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran kapal perikanan ke RFMO

Data Kapal Indonesia yang terdaftar di RFMO sampai dengan tahun 2023 sebanyak 735
kapal di IOTC, 324 kapal di CCSBT dan 22 kapal di WCPFC. Berikut data kapal yang
terdaftar dalam RFMO selama 14 tahun.
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Tahun RFMO
IOTC CCSBT WCPFC

2010 1.034 272 377

2011 1.205 274 401

2012 1.281 319 430

2013 1.282 550 430

2014 1.337 498 396

2015 1.376 422 394

2016 1.389 226 11

2017 259 199 15

2018 326 234 19

2019 383 221 22

2020 482 251 22

2021 533 276 22

2022 633 290 13

2023 735 324 22

2024 670 328 64

*Data sd 30 Juni 2024
Catatan:
WCPFC : semua kapal menangkap tuna di ZEE & LL wajib didaftarkan;
CCSBT : semua kapal menangkap SBT wajib didaftarkan
IOTC : semua kapal LOA = 24m menangkap tuna di ZEE dan LL wajib

didaftarkan, serta kapal < 24m menangkap di LL wajib didaftarkan

IATTC : menangkap di IATTC dan overlapping area dg WCPFC wajib didaftarkan

2. Mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang

berlaku dalam penyelenggaraan perizinan terkait pendaftaran kapal perikanan ke
RFMO

. Pertemuan diselenggarakan offline pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Rapat
Logbook GMB 2 Lt. 14. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI
ZEEI dan Laut Lepas dan dihadiri oleh Tim Kerja Inspektorat Il, Itjen KKP dan
pejabat fungsional lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

. Rapat bertujuan membahas persiapan dalam rangka Peniaian Kinerja
Pelayanan Publik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024 oleh
Inspektorat Il dan peningkatan Pelayanan Publik Pendaftaran Kapal ke RFMO.

. Untuk SOP pelayanan pendaftaran dimulai dari jangka waktu penyelesaian 14
hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap sampai tercantum dalam List of

Authorized Vessel/Record of Fishing Vessel masing-masing RFMOs.
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d. Untuk informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dan mengacu kepada
PERMEN-KP 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana Informasi Pelayan Publik harus
dikelola dengan sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik
atau non elektronik.

e. Untuk standar Pelayanan Publik Pendaftaran Kapal ke RFMO dimana sudah
bisa melalui pendaftaran secara online atau offline. yang mana si pemilik kapal
dapat melakukan pengajuan pendaftaran secara online ke petugas pelayan

terpadu satu pintu (PTSP) maupun datang langsung ke kantor pelayanan yang

sudah disediakan

arta, Indonesia
i Gambir, Kota Jakarta P

¥ TR -
\.Gooalg_‘-'

Rapat Koordinasi Pembahasan Aplikasi dan Standar Pelayanan Pendaftaran Kapal ke
RFMOs Jakarta, 15 Maret 2024

3. Melakukan penyusunan laporan terkait kewajiban Indonesia di bidang
pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh di forum regional

Indonesia memiliki kedaulatan atas sumberdaya ikan di perairan Nusantara
dan perairan umum, serta hak berdaulat atas sumberdaya ikan di perairan ZEE
Indonesia dan Laut Lepas serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan

di Laut Lepas. Sumberdaya ikan yang menetap/tidak bermigrasi di perairan Indonesia,
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pengelolaannya berada dalam kewenangan penuh Indonesia. Sementara itu,
sumberdaya ikan di ZEEI yang penyebarannya mencapai negara lain (shared stock)
atau yang beruaya jauh melintasi batas negara (highly migratory stocks) serta
sumberdaya ikan di Laut Lepas pengelolaanya harus melalui kerjasama dengan
negara lain.

Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) merupakan
organisasi-organisasi regional pengelolaan perikanan yang dibentuk sebagai
pelaksanaan UNCLOS 1982, UN Fish Stock Agreement 1995, FAO-CCRF dan atau
konvensi/persetujuan bagi pembentukan RFMOs. RFMOs memiliki kewenangan dan
tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang
bersifat shared fish stocks pada perairan tertentu yang disepakati bersama yang dapat
meliputi laut bebas (High Seas) maupun perairan ZEE negara-negara. Shared fish
stocks (transboundary, highly migratory, straddling stock, and discrete high seas
stocks) merupakan komoditas strategis yang dimiliki dunia yang pengelolaannya
memerlukan kerjasama dunia.

RFMOs juga mempunyai kewajiban dalam konservasi dan kelestarian semua
spesies yang tergolong pada perikanan seperti : seabirds, turtles, dolphins, sharks
dan non-target fish; dan sumberdaya laut lainnya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia:
d. Berdasarkan amanat UU NO.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

e Pasal 5 ayat 2 “Pengelolaan perikanan di luar wilayah perikanan Republik
Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/standar
internasional yang diterima secara umum”.

e Pasal 6 ayat 1, “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan
berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan”.

e Pasal 10, “Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan
badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama
pengelolaan perikanan regional dan internasional ”

e. Indonesia memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumberdaya ikan di perairan

teritorial dan ZEE serta mempunyai peluang memanfaatkan sumberdaya ikan di

laut lepas (High Seas).
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f. Beberapa RFMO memiliki area konvensi yang berbatasan dengan ZEE Indonesia
seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific
Fisheries Commission (WCPFC), atau lintasan migrasi spesies yang dikelola
seperti Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).
Selain itu Indonesia juga aktif bekerjasama dengan organisasi lain seperti FAO,
SEAFDEC, ASEAN dan juga kerjasama bilateral dengan beberapa negara.

Berkaitan dengan pengelolaan ikan yang mendunia dan sesuai dengan amanat
Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan
aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan
pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya
beruaya jauh. Peran aktif tersebut diwujudkan antara lain dengan menjadi:

e. Contracting Party pada Indian Ocean Tuna Commision (IOTC).

f.  Member pada Commission for The Conservation of South Bluefin Tuna (CCSBT)

g. Contacting Party ada Western and Central Pacific Fisheries Commission
(WCPFC)

h. Cooperating Non Member pada Inter-American Tropical Tuna Commission
(IATTC)

Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota RFMO antara lain dapat ikut
serta dalam mengatur pengelolaan Sumberdaya lkan khususnya yang menyangkut
Highly Migratory, membantu Indonesia dalam menanggulangi IUU Fishing dan
terhindar dari embargo atas ekspor ikan-ikan Highly Migratory. Selain manfaat yang
diperoleh, sebagai anggota dan cooperating non member di RFMO, Indonesia
berkewajiban untuk melaksanakan Resolusi dan Conservation and Managment
Measures (CMM) yang berlaku di RFMO, antara lain mendaftarkan kapal-kapal
berbendera Indonesia dalam authorised vessel list RFMOs, sehingga kapal-kapal
Indonesia tersebut dapat menangkap ikan di konvensi area RFMOSs, pelaksanaan
IOTC Statistical Document Programme, program CCSBT Cacth Documentation
Scheme (CDS) untuk keberlanjutan ekspor tuna jenis sirip biru selatan / Southern
Bluefin Tuna (SBT).

4. Pertemuan IOTC Eastern Regional Workshop di Bangkok pada tanggal 15
s.d. 18 April 2024 sebagaimana Invitation Letter IOTC REF: I0TC2024-071

1. Pertemuan ini dilaksanakan secara luring (offline) di Hotel Royal Princess, Larn
Luang, Bangkok. Delegasi Rl pada pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Tim
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Kerja Program, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Sdr. Muhammad Anas dan
Sdr. Miko Novri Amandra.

2. Pertemuan ini secara khusus menargetkan anggota IOTC yang berada di wilayah
timur Samudera Hindia yaitu Australia, Bangladesh, China, Indonesia, India,
Japan, Republic of Korea, Sri Lanka, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan
Thailand. Workshop ini fokus pada peningkatan pelaporan data ke I0OTC melalui
praktek pengisian yang meliputi:

a.
b.

C.

S@~oQa

Review kebutuhan pendataan ke IOTC;

Mendampingi anggota IOTC menyelaraskan dataset yang ada sesuai
dengan kebutuhan I0TC;

Membantu anggota IOTC lebih familiar dengan the I0TC fisheries
identification wizard;

Menyiapkan pedoman pemanfaatan IOTC reporting forms;
Memperkenalkan IOTC reference data catalogue;

Lebih familiar dengan I0TC data validators;

Mempresentasikan update Data Reporting Guidelines;

Melakukan praktek dan latihan untuk memastikan laporan data ke IOTC
berhasil dilakukan sesuai aturan IOTC.

3. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama workshop sebagai berikut:

a.

IOTC telah mengembangkan dan menerapkan beberapa Tindakan
Pengelolaan dan Konservasi/CMM yang berisi beberapa ketentuan tentang
sifat dan karakteristik data yang harus dikumpulkan dan dilaporkan ke
Sekretariat IOTC;

Negara anggota memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan data sesuai dengan
persyaratan IOTC sebagaimana diatur dalam CMM. Sekretariat I0TC
memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memeriksa dataset yang
mendukung proses ilmiah di IOTC;

Tindakan Pengelolaan dan Konservasi (CMM) yang relevan dengan

pengumpulan dan pelaporan data adalah sebagai berikut:

e Resolusi 15/01 dan 15/02 menetapkan standar dalam hal data
operasional apa yang harus dikumpulkan di tingkat nasional dan
bagaimana hal ini harus dikumpulkan dan dilaporkan ke Sekretariat IOTC;

e Resolusi 12/02 menetapkan kebijakan kerahasiaan minimum untuk
memastikan bahwa data sensitif tidak disebarluaskan secara publik -
kecuali dikumpulkan dengan benar - setelah diterima oleh Sekretariat;

Tindakan Pengelolaan dan Konservasi (CMM) IOTC yang relevan dengan

pengumpulan dan pelaporan data

e 12/09 On the conservation of thresher sharks (family Alopiidae);

e 13/06 On a scientific and management framework on the Conservation of
sharks species;

e 17/05 On the conservation of sharks;

e 18/02 On management measures for the conservation of blue sharks;

e 18/05 On management measures for the conservation of the billfishes;
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18/07 On measures applicable in case of non-fulfilment of reporting
obligations in the I0TC;

18/08 Procedures on FAD management plans;

21/01 On an interim plan for rebuilding the Indian Ocean Yellowfin Tuna
stock;

12/04 On the conservation of marine turtles;

23/07 On reducing incidental bycatch of seabirds in LL fisheries;

23/06 On the conservation of cetaceans;

13/05 On the conservation of whale sharks;

19/03 On the conservation of mobulid rays;

22/04 On a Regional Observer Scheme;

e. Hal-hal yang dilaporkan dalam kegiatan perikanan, antara lain:

Keberadaan Spesies dalam kegiatan penangkapan

Keberadaan spesies baik yang ditangkap atau yang dibuang pada setiap
kapal penangkap ikan dan alat tangkap pada semua kategori perikanan;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 18/07

Form IOTC yang digunakan: 1DR

Jumlah ikan yang ditangkap dan didaratkan

Total hasil tangkapan tahunan yang diestimasi berupa hasil tangkapan
yang didaratkan oleh kapal penangkap ikan, Alat Tangkap, area IOTC,
dan spesies;

CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 12/09, 13/06,17/05,18/02,
18/05, 19/03

Form IOTC yang digunakan: 1RC

Jumlah ikan yang ditangkap dan dibuang

Total estimasi tangkapan tahunan yang ditangkap dan dibuang oleh Kapal
Penangkap lkan, jenis Alat Penangkapan lkan, area IOTC, alasan
penangkapan serta spesiesnya.

CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 12/09, 13/06, 17/05, 18/02,
18/05, 19/03

Form IOTC yang digunakan: 1DI

Geo-referensi hasil tangkapan dan upaya

Perkiraan tangkapan dan upaya spesifik spesies oleh armada
penangkapan ikan, perikanan, dan strata ruang dan waktu

CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 12/09,  13/06, 17/05, 18/02,
18/05, 19/03

Form IOTC yang digunakan: 3CE

Data terkait rumpon

Interaksi dengan rumpon menetap (AFAD)
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 23/01
Form IOTC yang digunakan: 3AA

Interaksi dengan rumpon hanyut (DFADs and natural objects) oleh
perikanan purse seine dan kapal pendukung operasi;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02, 19/02
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Form IOTC yang digunakan: 3DA

Posisi harian pelampung aktif yang melengkapi rumpon dan benda apung
untuk setiap kapal purse seine;

CMM IOTC yang menaungi: 19/02

Form IOTC yang digunakan: 3BU

e Geo-referensi pada pengukuran size dan frekuensi
Estimasi bulanan terhadap size-frekuensi dari hasil tangkapan yang di
daratkan dan dibuang oleh kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan,
area penangkapan, spesies dan jenis kelamin ikan;
CMM IOTC yang menaungi: 15/01, 15/02
Form IOTC yang digunakan: 4SF;

f. Jadwal pengiriman data tahun 2024 sebagaimana berikut:

ANNUAL DATA FINAL DATA
OF 2023 E‘;l% LONGLINE
ACTIVE %DATA : E 3 ACTIVE %DATA 3
E OBSERVER E OBSE‘RVER i :
i @ TRIE REPORT. i TRIP REPORT | @
JANUARY @ 30 JUNE @ “““ ! 31 pecewser

4. Tindak Lanjut
a. Setiap anggota IOTC diminta untuk segera menyiapkan pelaporan data data
IOTC tahun 2024 sesuai pedoman dan form yang disesuaikan dari IOTC,;
b. Setiap pengisian jenis form IOTC akan disesuaikan dengan produsen data
yang menghasilkan data tersebut untuk memenuhinya.

I0TC EASTERN REGIONALWORKSHOP

‘:EN'HANCIN FISHERIES DATA . : ENHANCING FISHERIES,DATA
REPORTING REPORTING [ A7

10APIA 1157 2 17 Apr 2024 0:18

#5969 Supphamit Rd Satlru' & / .-__' 269 Supphamit Rd., Pom Pj ru.
Phal, Bag / & ¥ ( Phai, Bangkoki10100 }
13]571% ] ; ,A R N\ 13.757298°N, 100513017 °E -y
*dﬁ:w 2 ': pes | 3‘.'.‘: 1 -‘»’ X ¥ Altitude 8:3m = 4
mpae /49 ; A A i W Compass 232° SW

Pertemuan IOTC Eastern Regional Workshop di Bangkok pada tanggal
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5. 15 s.d. 18 April 2024

3.1.1.8. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional
pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial, dan perairan kepulauan
(persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang
selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif
Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial
untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan
adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan
informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber
daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan
dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI
memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya
ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan
ikan di WPPNRI diantaranya meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan,
sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi
upaya pengelolaan di perairan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber
daya ikan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan juga dilakukan melalui
kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase pelaksanaan Kerjasama
bilateral, multilateral, dan regional. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama
bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut teritorial, dan
perairan kepulauan pada Triwulan 1V Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel. Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional
pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial dan perairan kepulauan (persen)

Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber
daya ikan di laut territorial dan perairan kepulauan

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

I 2024 TW Il | Realisasi
2024 thd
Target

Cara menghitung capaian ini ini adalah persentase capaian pelaksanaan Kerjasama
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ke-n tahun berjalan dibagi dengan target capaian kerjasama ke-n tahun berjalan. Kerjasama
bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial,
dan perairan kepulauan yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah 1) pelaksanaan partisipasi
dalam CTI-CFF, 2) pelaksanaan hibah luar negeri Global Environmental Facility (GEF) 5
ISLME, 3) Pelaksanaan hibah luar negeri USAID Berikan, dan 4) Pelaksanaan pinjaman luar
negeri INSAN TERANG LAUTRA.

Perbandingan dengan Target Renstra
Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

Perbandingan indikator ini belum dapat dibandingkan terhadap tahun-tahun
sebelumnya, dikarenakan IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama bilateral,
multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut territorial, dan
perairan kepulauan (persen) merupakan IKU baru, dan belum terdapat pada
Renstra, oleh karena itu kedepan perlu dimasukkan pada periode renstra yang
akan datang.

1) Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.
2) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama
bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial,
dan perairan kepulauan adalah 48% yang artinya telah mencapai 56% dari target yang
ditentukan di tahun 2024. Faktor penentu keberhasilan IKU ini selain komitmen sumber daya
manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran
aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral dan
regional pengelolaan SDI LTPK. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU ini
adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia serta waktu yang ada dalam pelaksanaan
kegiatan. Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan
tersebut adalah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan terkait kerjasama pengelolaan SDI
LTPK..

3) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan Kinerja.

Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase Pelaksanaan kerjasama
bilateral, multilateral dan regional pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, territorial,
dan perairan kepulauan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana berikut.

A. Pelaksanaan partisipasi dalam CTI-CFF

Dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab sesuai himbauan
FAO dalam CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) telah banyak program maupun
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Inisiatif yang digagas oleh Pemerintah
Indonesia sejak tahun 2009 yaitu inisiatif segi tiga karang bagi penyelamatan terumbu karang,
keberlanjutan sumberdaya perikanan dan ketahanan pangan atau kemudian dikenal Coral
Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF).

Wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Area) merupakan pusat
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keanekaragaman hayati sumberdaya laut dunia yang terletak disepanjang garis khatulistiwa
diantara pertemuan Samudera Pasifik bagian barat dan Samudera Indonesia. Berdasarkan
keragaman sumberdaya karang dan ikan karang sebagai kriteria utamanya, para ilmuan
mengidentifikasikan wilayah coral triangle meliputi seluruh atau sebagian wilayah zona
ekonomi eksklusif di enam negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Papua New Guine, Filipina,
Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Sumberdaya laut dan pantai ini memberikan manfaat
yang amat dalam secara langsung kepada 363 juta umat manusia yang tinggal di ke-enam
negara tersebut, lebih dari itu bagi berjuta umat manusia lainnya diluar wilayah ini.

Wilayah ini meliputi 1,6% total wilayah lautan di dunia, dalam hal ini terdapat
konsensus umum yang menyepakati bahwa wilayah coral triangle ini merepresentasikan pusat
kelimpahan dan keragaman hayati dunia, dimana 76% dari spesies karang, 37% spesies ikan
karang, 33% dari total terumbu karang dunia, perluasan hutan mangrove terbesar di dunia dan
tempat pemijahan dan pertumbuhan juvenile dari perikanan tuna terbesar di dunia. Kawasan
segitiga terumbu karang memiliki luas kurang lebih 75.000 Km2, dengan lebih dari 500 species
terumbu karang dan 3.000 species ikan. Nilai ekosistem pesisir di kawasan ini diperkirakan
mencapai US$ 2,3 milyar pertahun. Disamping itu segitiga teumbu karang juga disinyalir
merupakan perairan tempat perkembangbiakan dan pembesaran tuna, yang memiliki nilai
ekonomis sangat tinggi.

Gambar. Wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Area)

Namun demikian, sejalan dengan pemahaman masyarakat yang meningkat, sumber
daya laut berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini timbul karena dipicu oleh
insentif jangka pendek untuk mencapai keuntungan ekonomi sesaat, tercermin dalam kegiatan
penangkapan yang berlebihan, perusakan sumber daya alam seperti penangkapan dengan
menggunakan sianida atau bahan peledak. Perubahan iklim global dan pembangunan fisik
yang tidak direncanakan dengan baik memperburuk kondisi sumber daya pesisir dan laut.
Wilayah coral triangle berada dalam persimpangan diantaranya cepatnya laju pertumbuhan
populasi, ekonomi dan perdagangan internasional. Ikan dan sumberdaya lautan lainnya tidak
dapat dipungkiri adalah sumber utama makanan, kehidupan dan pendapatan ekspor negara-
negara coral triangle.
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CTI-CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security)
merupakan inisiatif regional yang terdiri dari 6 (enam) negara yang disebut CT6, yaitu
Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Island, dan Timor Leste. Tujuan utama
pendirian inisiatif regional ini adalah untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem pesisir
dan pulau-pulau kecil di Kawasan Segitia Karang / Coral Triangle region melalui pengelolaan
bentang laut (seascape), pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (ecosystem
approach to fisheries management / EAFM), pengelolaan kawasan konservasi laut (marine
protected area), penanganan perubahan iklim (climate change), dan penanganan spesies
terancam punah (threatened species). Selanjutnya, lima hal yang menjadi fokus pengelolaan
dalam wilayah CTI-CFF ini dibentuk menjadi working group.

Masing-masing working group memiliki pertemuan rutin yang dilakukan setiap
tahunnya. Pertemuan rutin ini membahas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan di kawasan
CTI-CFF dan penerapan yang dilakukan di masing-masing negara. Masing-masing working
group dikoordinir oleh eselon 2 terkait yang menjadi national focal point untuk Indonesia.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan merupakan Focal Point EAFM national working

group.

CTI-CFF sudah menyusun Rencana Aksi Regional (RPOA) 2.0, sebuah kerangka
kerja strategis sepuluh tahun yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2030, yang
memberikan Arahan, Sasaran, dan Tujuan Strategis. CTI-CFF berupaya untuk menumbuhkan
komunitas yang tangguh dan memungkinkan untuk mendukung konservasi sumber daya laut
yang paling beragam dan vital di dunia. Untuk mendukung implementasi RPOA 2.0, CTI-CFF
dan negara-negara anggotanya serta para mitranya membentuk dana perwalian yaitu The
Coral Triangle Conservation Fund (CTCF).

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya lkan telah
mengikuti beberapa pertemuan dalam kerangka Kerjasama CTI-CFF, yaitu:

1. Workshop Penyusunan National Plan of Action (NPOA) CTI-CFF yang dilaksanakan dalam
rangka sosialisasi RPOA 2.0 dan rencana penyelesaian NPOA CTI-CFF Indonesia.
Penyusunan NPOA yang menjadi turunan RPOA perlu diselaraskan dengan program
prioritas, RPJMN, Renstra, dan dokumen perencanaan lainnya dari K/L yang terlibat dalam
setiap Kelompok Kerja. Penyusunan NPOA ditargetkan selesai bulan September 2024
melalui tahapan kegiatan berikut: a) Workshop Penyusunan NPOA,; b) Penyusunan draft
NPOA masing-masing Pokja; c) Pertemuan koordinasi NPOA; d) Penyelesaian Draft Final
NPOA; dan e) Finalisasi NPOA.

2. Tiga kali pertemuan yang membahas tentang the Coral Triangle Conservation Fund untuk
menjelaskan status Coral Triangle Conservation Fund (CTCF) dan dukungannya dalam
pelaksanaan RPOA 2.0 serta mengidentifikasi prioritas kegiatan Technical Working Group
(TWG) Tahun 2024-2026 untuk diselaraskan dengan prioritas CTCF. CTCF merupakan
lembaga dana perwalian yang dibentuk untuk mendukung implementasi RPOA 2.0.
Lembaga ini akan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk
Kawasan Konservasi dan Perlindungan Laut (KKP), yang bermanfaat bagi alam dan
masyarakat di Segitiga Terumbu Karang. Saat ini CTCF sedang dalam tahap
pengembangan, dengan dukungan keuangan awal dari KfW / Uni Eropa dan USAID dalam
merancang mekanisme pendanaan tersebut. Pendanaan CTCF diharapkan dapat mulai
operasional pada bulan Juni 2024. Fokus pembiayaan CTCF adalah untuk kegiatan
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regional yang melibatkan lebih dari 1 (satu) negara CT6 dengan kriteria sebagai berikut:
a) Lokasi prioritas adalah Coral Triangle Priority Seascape, yaitu Sulu Sulawesi Seascape,
Bissmarck-Solomon Seascape, Lesser Sunda Seascape, b) merupakan kawasan
konservasi perairan yang saat ini sudah ada dan yang akan dikembangkan atau dalam
perencanaan; ¢) merupakan multi-year project; dan d) merupakan kegiatan regional atau
yang berdampak pada daerah perbatasan (transboundary).

B. Pelaksanaan hibah luar negeri Global Environmental Facility (GEF) 5 ISLME

FAO — GEF Project “Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable
Management of The Indonesian Seas” adalah termasuk paket dari GEF-5 dengan sumber
dana dari International Waters. Status pembiayaan ini semuanya berbentuk hibah murni untuk
Indonesia dan Timor Leste dengan alokasi untuk Indonesia sebesar USD 2.788.320. Tujuan
Proyek ini adalah memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan
perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste
untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui Trans-boundary Diagnostic
Analysis (TDA) dan pengembangan Strategic Action Programme (SAP). Proyek ini
memberikan perhatian lebih pada capacity building dan peningkatan penerapan pendekatan
ekosistem dalam pengelolaan untuk menjamin pengembangan program nasional yang
berkelanjutan dan menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya.

Fokus dari proyek ini adalah “Bidang Perikanan” dengan memperhatikan pilar LME
lainnya seperti oseanografi, tata kelola (governance), sosial-ekonomi, dan aspek lingkungan
seperti pencemaran dan perubahan iklim. Proyek ini diregistrasikan di Kementerian Keuangan
dengan nomor registrasi 2RQRTF2A dengan masa efektif 17 Januari 2019 hingga 16 Januari
2024. Project Implementing Arrangement (IA) ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2019
oleh FAO Representative in Indonesia and Timor Leste dengan Sekretaris Jenderal KKP.
Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 dilakukan revisi IA yang pertama dan dilanjutkan
amandemen IA pada tanggal 16 Januari 2023 yang menentukan penutupan proyek pada
tanggal 16 Januari 2024 dan perpanjangan operasional hingga 31 Maret 2024.

Dalam pelaksanaan hibah GEF 5 ISLME ini, disusunlah struktur Regional Project
Steering Committee yang terdiri dari dua negara yaitu Indonesia (Sekretaris Jenderal KKP,
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan GEF Operational Focal Point) dan Timor Leste
(Kementerian Perikanan Timor Leste dan Kementerian Kehutanan Timor Leste). Selain itu di
Tingkat nasional, dibentuk National Project Steering Committee (NPSC) yang terdiri dari Dirjen
Perikanan Tangkap (PIC), Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Dirjen Perikanan
Budi Daya, Dirjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta
Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan. Dalam pelaksanaan hariannya, Direktur
Pengelolaan Sumber Daya lIkan sebagai anggota PSC dan National Project Coordinator (NPC)
yang bertugas untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan
nasional bersama eselon Il terkait di lingkup KKP.

Untuk mencapai tujuannya, Proyek dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu 1)
Komponen 1 - Identifikasi dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan laut termasuk
perikanan yang tidak berkelanjutan; 2) Komponen 2 — Penguatan kapasitas untuk
kerjasama regional dan sub-regional dalam pengelolaan sumberdaya laut; dan 3)
Komponen 3 — Koordinasi dengan jejaring informasi regional, monitoring dampak
proyek, serta diseminasi dan pertukaran informasi. Hibah GEF 5 ISLME dilaksanakan
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dengan melibatkan multi-direktorat di dalam KKP, yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen
Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan Ditjen Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan.

Kegiatan Proyek dilaksanakan di dalam kawasan ISLME, yang meliputi perairan
pesisir utara Timor Leste dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPPNRI) 712, 713, 714, dan sebagian kecil WPPNRI 573. Hibah ini mendukung upaya KKP
dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, melalui empat bidang intervensi
utama: 1). Pendekatan Ekosistem Pengelolaan Perikanan (EAFM), 2). Pendekatan Ekosistem
untuk Akuakultur (EAA) termasuk Pertumbuhan Biru, 3). Rencana Tata Ruang Laut / Kawasan
Perlindungan Laut (MSP/MPA), dan 4). Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (MCS).
Secara detil, lokasi pilot dan kegiatan yang diusulkan di masing-masing lokasi adalah sebagai
berikut:

WPP Komoditas Lokasi Pilot (Kabupaten/Kota) EAFM EAA MSP/MPA MCS
712  Rajungan Demak % % V
Kakap & Kerapu Lamongan \ \ \ \%
713  Kepiting Bakau Kutai Kartanegara (Kukar) % % % Y
Kakap & Kerapu Bontang, Balikpapan Y Y Y \%
714  Pelagis Kecil Flores Timur % % V

(Alternatif Ikan
Umpan Hidup)

573  Lobster Kabupaten Lombok Tengah % % % \Y
(teluk Awang dan gerupuk)
Rumput Laut Lombok Timur (Teluk Ekas dan v Y Y \%

Serewe)

* EAFM = Ecosystem Approach to Fisheries Management; EAA = Ecosystem Approach to
Aquaculture; MSP = Marine Spatial Planning; MPA = Marine Protected Area

Capaian pelaksanaan Hibah GEF 5 ISLME dalam implementasi program — program
prioritas KKP, khususnya di WPPNRI 712, 713, 714, dan 573, adalah sebagai berikut:

a. 362 Nelayan mendapatkan TDKP

b. 60 Kapal telah terpasang VMA (Vessel Multiple Aid) dan bermanfaat bagi 500 Nelayan

c. 641 Nelayan telah mendapatkan pelatihan (peningkatan pendataan, kelembagaan usaha
perikanan, penanganan sampah laut, operasional VMA, aktivasi E-Logbook)

d. 422 Peserta Training of Trainer (ToT) terkait IlUU Fishing, Ecosystem Approach to
Fisheries Management - EAFM, Ecosystem Approach to Agquaculture — EAA, Asisten
Kesyahbandaran

e. 410 Pelaku Usaha yang menerima Sosialisasi Kuota

f. Profiling dan Rekomendasi Program 13 Desa Kalaju

g. Dukungan terhadap kebijakan pengelolaan perikanan melalui penyusunan 3 kebijakan
(RPP Rajungan, RPP Lemuru, dan HS Rajungan) serta 19 rekomendasi pengelolaan
perikanan.

h. Telah tersusunya Trans-boundary Diagnostic Analysis (TDA) dan pengembangan
Strategic Action Programme (SAP)

Total capaian penyerapan Hibah GEF 5 ISLME adalah 96,42% dengan detail
berdasarkan komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

Total Nilai | 2.788.320
Hibah
Komponen 2019 2020 2021 2022 (Sem | 2022 (Sem |2023 (Sem 1)[2023 (Sem 2)
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DPE@E

1) 2)

Komponen 1 6.077,23 27.852,10 86.679,00 13.289,33 1.114,08 23.821,30| 230.539,92
Komponen 2 1.008,86 128.850,98| 134.418,69] 39.480,62| 99.781,00] 284.034,77| 273.707,19
Komponen 3 57.345,04] 40.295,78 41.117,41 23.495,53] 36.089,15| 43.518,68 147.140,87

PMC 39.864,00f 115.183,00f 480.391,00 - 94.646,49| 59.574,12| 159.290,28

Total 104.295,13  312.181,86 | 742.606,10 | 76.265,48 | 231.630,72 | 410.948,87 | 810.678,26

Total 1.235.348,57|1.466.979,29|1.877.928,16|2.688.606,42
penyerapan

BAST

% 44,30 52,61 67,35 96,42

C. Pelaksanaan hibah luar negeri USAID BERIKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia dan USAID telah
menandatangani Grant Implementation Agreement tanggal 16 Februari 2021. Salah satu
kegiatan yang disepakati adalah pelaksanaan Proyek USAID - Bersama Kelola Perikanan
(USAID Ber-IKAN) yang akan dilangsungkan selama 5 (lima) tahun yakni 2022-2027 dengan
nomor register di Kementerian Keuangan adalah 23D5SAMA. Proyek ini dirancang dengan
sasaran untuk memajukan kapasitas Indonesia guna melindungi keanekaragaman hayati laut
melalui peningkatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sasaran
tersebut dicapai melalui 4 (empat) tujuan proyek sebagai berikut:

1. Peningkatan adopsi dan kepatuhan kebijakan perikanan berbasis bukti, untuk
perikanan unggulan;

2. Penguatan tata kelola perikanan skala kecil;

3. Peningkatan insentif berbasis pasar dan pemerintah untuk produk perikanan yang
berkelanjutan;

4. Peningkatan perlindungan spesies laut ETP yang terpengaruh oleh praktek

penangkapan ikan.

Kegiatan proyek USAID Ber-IKAN mencakup 5 (lima) perikanan yang juga menjadi
prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk dikelola
secara berkelanjutan khususnya di WPPNRI 711 dan WPPNRI 715. Adapun 5 (lima)
perikanan yang dikelola mencakup tuna, rajungan, kakap/kerapu, kembung, dan layang.
Adapun hasil akhir yang diharapkan mencakup 1) Sedikitnya 5 Juta hektar kawasan perikanan
unggulan yang signifikan secara biologis, dikelola dengan lebih baik dan tangguh iklim; 2) 5000
orang nelayan mendapatkan peningkatan manfaat ekonomi karena membaiknya pengelolaan
perikanan unggulan; dan 3) Sedikitnya 5 target perikanan unggulan dapat dikelola secara
berkelanjutan melalui implementasi strategi pemanfaatan.

Sampai dengan periode Maret 2024, USAID Ber-IKAN telah melaksanakan
kegiatan, diantaranya seleksi perikanan prioritas, identifikasi desa lokasi kegiatan, review
delapan regulasi terkait LPP WPP dan RPP, peraturan daerah, peraturan gubernur, HS kakap
kerapu dan satu adopsi regulasi alat tangkap pelaksanaan Bimtek SKN, SKPI, CPIB,
sosialisasi dan pendaftaran kapai, asesmen dan penjajakan terhadap 53 pihak swasta,
penandatanganan MOU dengan lima pihak swasta, pelatihan By-Catch Risk Assessment
(ByRA), penguatan pengarusutamaan Perempuan. Target dan realisasi pelaksanaan USAID
Ber-IKAN berdasarkan indikatornya sampai dengan periode Maret 2024 adalah sebagai
berikut.
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Indikator Target Realisasi
i Indikator #2.1 Jumlah target prikanan yang terkelola secara berkelanjutan

0 |

i
i
|

i Indikator #3 Jumlah UU, kebijakan, atau peraturan yang membahas H

| konservasi keanekaragaman hayati dan/atau tema lingkungan lainnya yang 8 9 ]

! secara resmi diusulkan, diadopsi, atau diterapkan ]

[

\
i
|
!
i

| Indikator #7 Jumlah Pokmaswas yang diperkuat dan terhubung dengan
1 pengelola perikanan pemerintah provinsi dan penegak hukum di wilayah 10 I
| sasaran

| Indikator #12 Jumlah perusahaan sektor swasta yang terlibat 62 33

1 Indikator #13 Jumlah kapal nelayan skala kecil yang terdaftar di perikanan 300 221
| sasaran

1 Indikator Lintas Sektor #23 Jumlah orang yang menerima pelatihan

]
;

]

! dalam pengelolaan SDA berkelanjutan dan / atau konservasi 1,556 ]
L

:

;

]

1 keanekaragaman hayati

! Indikator Lintas Sektor #23.1
Ejum\ah orang yang didulung agar mampu beradaptasi dengan dampalc 900 0
1 perubahan iklim.

{Indikator Lintas Sektor #23.2
| Jumlah orang yang menerima pelatihan mengenai ETP atau peningkatan 43
| pengelolaan perikanan

i
!

]

)

L )
i Indikator Lintas Sektor #24 Jumlah orang yang menerima pelatihan '
| untuk mendorong hasil yang konsisten dengan kesetaraan gender atau :

; : o 100 199

! pemberdayaan perempuan melalui peran mereka di lembaga/ organisasi 1
)

!

i

]

!

i

1sektor publik / swasta

i ndikator Lintas Sektor #25 Persentase peserta yang melaporkan
[ pemngkamv kf:sepakatan dengan konsep bahwa laki-laki dan perempuan 50% 66%
+harus memililki kesetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang sosial,
:ckonomi. dan politik

i

D. Pelaksanaan pinjaman luar negeri INSAN TERANG LAUTRA

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) program prioritas dalam
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang meliputi: pertama, memperluas
wilayah konservasi laut yang tertutup dengan target 30% dari luas laut Indonesia untuk
meningkatkan serapan karbon biru untuk pengendalian perubahan iklim dan meningkatkan
stok ikan lewat perlindungan tempat pemijahan ikan. Kedua, penerapan kebijakan
penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap WPPNRI untuk keberlanjutan ekologi,
peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kesejahteraan nelayan. Ketiga,
pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan
dan berorientasi ekspor, dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan
rumput laut. Keempat, pengelolaan pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan dengan
menerapkan Rencana Tata Ruang Laut yang komprehensif, baik di pesisir dan pulau-pulau
kecil. Semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut,
daya dukung, mitigasi dampak dan wajib memiliki izin PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Kelima, Penanganan dan pengelolaan sampah laut
melalui program Bulan Cinta Laut. Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan nelayan untuk
tidak mengambil ikan selama 1 (satu) bulan dalam setahun namun mengambil serta
mengumpulkan sampah di laut yang akan diolah untuk mendapatkan nilai ekonominya.

Program-program prioritas dicanangkan oleh pemerintah sejalan dengan prinsip
ekonomi biru (blue economy) yaitu efisiensi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), manfaat
ekonomi dan sosial yang seimbang, serta menjaga kelestarian ekologi dan keanekaragaman
hayati. Untuk itu dalam implementasinya, dibutuhkan suatu terobosan kegiatan yang secara
simultan dapat melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur meningkatkan kelestarian
ekosistem terumbu karang, dan kawasan konservasi serta sekaligus kualitas lingkungan hidup
dan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan.

Intervensi strategis yang perlu dilakukan meliputi perbaikan sarana dan prasarana
kelautan dan perikanan secara khusus perlindungan terumbu karang, dan kawasan
konservasi dan pemanfaatan ekonominya untuk perikanan dan kegiatan wisata bahari yang
berkelanjutan. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
pengelolaan terumbu karang, dan kawasan konservasi, memperbaiki praktik perikanan yang
lebih lestari, menurunkan tekanan terhadap ekosistem dan kawasan konservasi, menyediakan
alternatif kegiatan ekonom berbasis terumbu karang dan konservasi, dan memastikan
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tersedianya kapasitas kelembagaan, SDM, dan pembiayaan yang berkelanjutan yang
mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatannya secara ramah lingkungan.
Intervensi-intervensi strategis tersebut dapat dirancang dalam sebuah proyek yang memiliki
berbagai komponen dan secara terintegasi yang pada saat bersamaan: memperkuat
koordinasi dan tata kelola perikanan; meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya laut; pengembalian manfaat ekonomi yang memadai kepada
masyarakat dari Kawasan Konservasi untuk meningkatkan pengelolaan partisipatif; membuka
alternatif mata pencaharian yang lebih beragam; ketersediaan pendanaan yang mencukupi
dan berlanjut.

Proyek melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) ini bernama Infrastruktur
Kawasan Terumbu Karang — Lautan Sejahtera (INSAN TERANG — LAUTRA). Tujuan proyek
ini adalah meningkatnya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan terumbu karang yang
berkelanjutan, dan akses ke peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran.
Proyek ini berlokasi di 3 WPPNRI, yaitu WPPNRI 714, 715, dan 718 dengan durasi proyek 60
bulan / 5 tahun. Pelaksana proyek ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJ PKRL,
DJPT, DJPB) dan BAPPENAS (Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam). DJPT
mendapatkan mandat untuk melaksanakan Komponen 1.2, 2.1, dan 2.2. Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan merupakan pelaksana untuk Komponen 1.2. Infrastruktur dan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perikanan Terumbu Karang.

Dalam perkembangannya, terdapat arahan MKP dimana diperlukan jaminan
keberlanjutan manfaat setelah project selesai, maka pengelolaan sebagian dana PHLN
LAUTRA akan dilaksanakan melalui skema Dana Bergulir oleh LPMU-KP. Dana yang akan
diarahkan masuk ke dalam dana bergulir adalah sebesar US$ 20 juta yang berasal dari
Komponen 2. World Bank selaku pemberi dana menekankan pentingnya segera pelaksanaan
project karena pelaksanaan kegiatan telah mengalami penundaan sejak ditandatangani di
tahun 2023. Perubahan skema akan menyebabkan kemunduran pelaksanaan kegiatan
semakin lama karena adanya proses penyesuaian dokumen PHLN. Hasil kajian World Bank
pada 2 (dua) tahun yang lalu menyatakan bahwa 50% pendanaan dari LPMUKP tidak
tersalurkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas kelompok masyarakat yang dapat
memanfaatkan pendanaan tersebut. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus
sebelum perubahan skema dilaksanakan. Mengingat proses perubahan skema membutuhkan
waktu yang lama, Kementerian Keuangan dan World Bank menyarankan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan / Annual Workplan (AWP) yang ada dan secara
paralel melakukan penyiapan masyarakat untuk akses pendanaan melalui LPMU-KP.

Pada Triwulan 1 tahun 2024, pelaksanaan PHLN LAUTRA masih berfokus pada
persiapan pelaksanaan, seperti penyusunan RAB dan ToR kegiatan, pembahasan
mekanisme dana bergulir, dan persiapan procurement plan.

3.1.1.9. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman,
teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya
disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi
dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,
alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan
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perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain
yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan
tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga
keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun
ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman,
teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik
sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang Persentase pelaksanaan pengelolaan
sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen). Indikator
ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2024 adalah 77%.

Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut
Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan ini pada Triwulan 1l Tahun 2024 dapat dilihat
pada tabel di bawabh ini.

Tabel. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman,
Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 9 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan

Perairan Kepulauan (persen)

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

112024 T™W Il | Realisasi
2024 thd
Target

Pelaksanaan pengelolaan digambarkan dengan pelaksanaan rencana aksi Rencana
Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pelaksanaan koordinasi Lembaga Pengelola Perikanan
(LPP) WPPNRI. Pencapaian pelaksanaan rencana aksi dihitung dengan membandingkan
jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan jumlah rencana aksi yang diamanatkan dalam
RPP. Pencapaian pelaksanaan koordinasi LPP WPPNRI dihitung dengan mengitung nilai
kinerja masing-masing unsur LPP WPPNRI berdasarkan kriteria yang ditentukan. Persentase
pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan menghitung rata-rata
dari pencapaian penyusunan/reviu RPP WPPNRI/jenis ikan, pelaksanaan rencana aksi RPP
WPPNRI, dan nilai kinerja LPP WPPNRI.
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Formula
Perhitungan

x 100%

Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi (B) (%) = Jumlah capaian rencana aksi di semua WPPNRI  x 100%

Jumlah nilai kinerja LPP di 11 WPPNRI

Capaian Kinerja LPP WPPNRI (C) (%) = = X 100%

Tingkat Pengelolaaan (%) =A+B+C
2

2) Perbandingan dengan Target Renstra

Tidak dapat dibandingkan dengan renstra, karena merupakan IKU baru.

3) Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

4) Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada Triwulan 2 Tahun 2024, realisasi IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan
sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan mengalami
peningkatan menjadi 19% dari sebelumnya 11% di TW 1. Hal ini menunjukkan bahwa
realisasinya telah mencapai 24% dari target yang ditentukan di tahun 2024. Faktor penentu
keberhasilan IKU ini selain komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan
yang tepat. Faktor pendukung yaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap
pelaksanaan pengelolaan SDI LTPK. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU ini
adalah terbatas data dan informasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk
memperbaharui status pengelolaan perikanan di dalam Dokumen Awal RPP WPPNRI maupun
jenis ikan, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan operasionalisasi LPP WPPNRI
disebabkan karena adanya AA (Auto Adjustment), serta adanya usulan revisi struktur
organisasi lembaga pengelola perikanan WPPNRI.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan
tersebut adalah 1) menyusun jadwal FGD serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan, 2)
melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data pemanfaatan sumber daya ikan, 3)
berkoordinasi dengan mitra pendukung untuk mendukung operasionalisasi LPP WPPNRI, 4)
menyusun jadwal pelaksanaan oprasionalisasi LPP WPPNRI, dan 5) menindaklanjuti hasil
kajian terkait struktur lembaga pengelola perikanan WPPNRI yang diusulkan, melalui revisi
Permen KP Nomor 22 Tahun 2021.

8) Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Dalam rangka mendukung tercapainya IKU pelaksanaan pengelolaan sumber daya
ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan, telah dilaksanakan hal-hal
sebagai berikut:

A. Penyusunan/Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan
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Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur bahwa bumi, sumber daya air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Sumber daya ikan
lemuru merupakan sumber daya alam di perairan yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh Negara untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sumber daya ikan telah diterbitkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 6
yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang
menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan,
pemerintah pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan”.

Rencana Pengelolaan perikanan (RPP) disusun mengacu pada Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan
Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia. RPP ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan
sumber daya ikan kakap dan kerapu di WPPNRI agar mencapai manfaat yang optimal dan
berkelanjutan serta menjamin kelestariannya.

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, telah dilaksanakan proses penyusunan/reviu Rencana
Pengelolaan Perikanan, diantaranya adalah:

a. Konsolidasi data penyusunan reviu Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 711. Pada
pertemuan ini telah disampaikan draft awal RPP WPPNRI 711 berdasarkan data yang
dikumpulkan hingga tahun 2023. Berdasarkan kesepakatan rapat dan penyampaian
beberapa materi dari narasumber, draft awal RPP WPPNRI 711 perlu diperbaiki kembali
dengan memasukkan data terbaru, diantaranya data izin kapal, data pendaratan ikan
berdasarkan PIPP, dan informasi terkait perubahan iklim di WPPNRI 711.

N\ o

Bersama Klol Pe

LOKAKARYA PENYUSUNAN
- REN"A':‘\ PENGF"OLA’” “PERIKANAN (RPP)
e g;ﬁh £

b. Pembahasan Rencana Kerja Penyusunan Rencana (RPP) Pengelolaan Perikanan Gurita.
Pada pertemuan ini, telah disampaikan draft awal RPP Gurita yang telah disusun pada
tahun 2023. Pertemuan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

o Komoditas perikanan gurita memiliki nilai ekonomis penting sebagai komoditas ekspor,
permintaan pasar terhadap komoditas perikanan gurita yang memenuhi standar
keberlanjutan, dan pentingnya perikanan gurita bagi sumber mata pencaharian
nelayan kecil, menjadikan perikanan gurita perlu untuk dikelola dengan baik untuk
memastikan keberlanjutannya.

o KEPMEN KP nomor 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan,
Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya
Ikan di WPPNRI belum memuat informasi terkait gurita. Saat ini, status sumber daya
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Gurita Biru (Octopus cyanea) dalam dokumen RPP ini dianalisis dengan menggunakan
indikator EAFM.

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebagian besar difokuskan untuk perikanan
gurita spesies Gurita Biru (Octopus cyanea), dengan pertimbangan merupakan hasil
tangkapan dominan, jenis dominan yang diperdagangkan baik lokal dan domestik,
kemudahan perolehan data, serta kemudahan monitoring. Selain itu, pada data PIPP
2022 terdapat spesies Octopus spp (baby octopus) yang memiliki data penangkapan
yang cukup tinggi di WPPNRI 573, 712, dan 713.

Terkait dengan status perikanan gurita, saat ini sedang dilakukan kajian stok oleh
beberapa akademisi dari mitra dan BRIN. Hasil ataupun laporan dari kajian tersebut
dapat digunakan untuk melengkapi Bab Il (Status Perikanan) rancangan RPP yang
sudah disusun.

Pada pertemuan ini juga sudah dilakukan penyusunan awal terkait dengan sasaran,
indikator, dan tolak ukur serta rencana strategis pengelolaan perikanan gurita. Hasil
dari diskusi ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan unit kerja
lainnya pada stakeholders meeting.

Persiapan Konsultasi Publik RPP Ikan Terbang dan RPP WPPNRI 718. Pada pertemuan
ini dibahas draft akhir RPP Ikan Terbang dan RPP WPPNRI 718 yang akan disampaikan
pada konsultasi publik. Hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut:

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2021 pasal 41 ayat: (1): Dalam rangka pengelolaan
sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan RPP dan (5):
Ketentuan mengenai rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola
Perikanan di WPPNRI diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyusunan RPP berpedoman pada Permen KP Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Rencana Pengelola Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Reviu RPP lkan Terbang dan RPP WPPNRI 718 dilakukan untuk memperbaharui
status perikanan Ikan Terbang dan WPPNRI 718, yaitu: 1) Estimasi potensi sumber
daya ikan; 2) Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan; 3) Alokasi sumber daya
ikan; 4) Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; 5) Lingkungan; 6) Sosial-ekonomi;
dan 7) Tata kelola.
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Pembaharuan status perikanan tersebut dilakukan dengan menggunakan data
perikanan terbaru, yakni data sampai dengan tahun 2022.

* Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat, Indonesia
I A' JI. Sempur Kaler No.4, RT.03/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa
Barat 16129, Indonesia
/% Lat-6.588285°
Long 106.798362°

28/03/24 11:33 AM GMT +07:00

Melanjutkan kegiatan pada Triwulan 1 Tahun 2024, di Triwulan 2 Tahun 2024 telah

dilaksanakan proses penyusunan/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan, diantaranya adalah:

Survey dan Identifikasi Keragaan Perikanan Gurita di WPPNRI 712 yang dilaksanakan di
PPN Karangantu pada tanggal 20-22 Mei 2024. Survey dan identifikasi ini dilakukan
sebagai Tindak lanjut hasil pertemuan Penyusunan Draft RPP Jenis Ikan Gurita. Pada
pertemuan sebelumnya diketahui bahwa spesies gurita yang telah masuk ke dalam draft
RPP masih sedikit, sehingga perlu dilakukan survey lapang. Survey ini dilakukan di PPN
Karangantu yang mana memiliki pendaratan gurita cukup banyak dengan daerah
Penangkapan ikan di WPPNRI 712. Beberapa hal yang didapatkan dari survey ini adalah
sebagai Berikut:

a.

Terdapat 2 (dua) jenis gurita yang berbeda yang didaratkan di Karangantu

Gurita sendiri bukan merupakan target utama tangkapan nelayan yang melakukan
pendaratan di PPN Karangantu, sehingga jumlahnya hanya sedikit, dan yang
didaratkan tidak tentu (biasanya sekitar 1-2kg saja per kapal)

Saat pelaksanaan survei tidak ditemukan nelayan yg melakukan pembongkaran
gurita

Gurita hasil survei ditemukan di Pasar Pelelangan Ikan Karangantu dan dijual dengan
harga 45rb/kg, dan menurut informasi dipasarkan juga di Pasar Induk Rau — Banten
Berdasarkan informasi, APl yang digunakan adalah Jaring Hela Dasar

Nelayan gurita menggunakan kapal <5GT. Penangkapan dilakukan secara one day
fishing (ODF) dengan DPI di WPP 712, adapun musim puncaknya adalah saat
bulan2 tenang

Petugas pendataan di PPN sendiri belum bisa membedakan jenis-jenis gurita yg
didaratkan, sehingga data yang ada di PPN Karangantu mencatatnya sebagai 1 jenis
Dari informasi yang didapat, untuk daerah Banten sendiri gurita lebih banyak di
daratkan di PPP Labuan dan PPI Binuangeun
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b. Konsultasi Publik RPP Ikan Terbang yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 28-29
Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan rancangan RPP lkan
Terbang di WPPNRI yang sudah diperbaharui kepada stakeholders perikanan. Melalui
Konsultasi Publik ini, diketahui bahwa seluruh pemangku kepentingan mendukung adanya
penyusunan reviu RPP lkan Terbang. Namun demikian, didapatkan masukan-masukan
terutama terkait dengan permasalahan perizinan penangkapan telur ikan terbang. Selain
itu, sasaran dan rencana aksi telah mendapatkan masukan dari instansi terkait yang telah
disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansinya. Menindaklanjuti hasil Konsultasi Publik
ini, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan akan melakukan perbaikan dokumen sesuai
masukan.

W

|
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B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan Jenis
Ikan. Status penyusunan RPP WPPNRI dan Jenis lkan yang dikelola di laut teritorial dan
peraian kepulauan adalah sebagaimana berikut.

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI
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DPE@E

WPPNRI No. Kepmen KP K_elompok Jenis lkan Prioritas yang| Status
dikelola Dokumen
571 Kepmen KP No. 75/KEPMEN-| udang | pelagis -
KP/2016 kecil
572 Kepmen KP No. 76/KEPMEN-| - pelagis demersal
KP/2016 kecil
573 Kepmen KP No. 77/KEPMEN-| - pelagis demersal Proses Reviu
KP/2016 kecil
711 Kepmen KP No. 78/KEPMEN-| - pelagis demersal
KP/2016 kecil
712 Kepmen KP No. 79/KEPMEN-| - pelagis demersal Proses Reviu
KP/2016 kecil
713 Kepmen KP No. 80/KEPMEN-| - pelagis demersal | ikan Proses Reviu
KP/2016 kecil karang
714 Kepmen KP No. 81/KEPMEN-| - pelagis demersal Proses Reviu
KP/2016 kecil
715 Kepmen KP No. 82/KEPMEN-| - pelagis demersal | ikan Proses Reviu
KP/2016 kecil karang
716 Kepmen KP No. 83/KEPMEN-| - pelagis demersal | -
KP/2016 kecil
717 Kepmen KP No. 84/KEPMEN-| - pelagis demersal | - Proses Reviu
KP/2016 kecil
718 Kepmen KP No. 54/KEPMEN-| udang | - demersal Proses Reviu
KP/2014
Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis Jenis Ikan
Lokasi WPPNRI
. Status .
Jenis lkan| No. Kepmen KP 71 Jenis
571 (572|573 | 711|712 3 714|715|716|717| 718 |Dokumen
. Kepmen KP No. 83
Rajungan |rop n 2022 VIYIY
Kepmen KP No. 198
Lemuru - hun 2023 v v
Ikan Kepmen KP No. Proses
Terban 69/KEPMEN- v v v Reviu
9 |kpi2016
Kakap dan [Kepmen KP No. 123
Kerapu [Tahun 2021 VIIYIYY v v
Lobster
Kepiting Proses Penyusunan
. Draft Bab
Gurita
I, Il dan Il

Berdasarkan tabel di atas, RPP yang dihitung pelaksanaan rencana aksinya adalah
1) Kepmen KP No. 123 Tahun 2021 tentang RPP Kakap dan Kerapu; 2) Kepmen KP No. 83
Tahun 2022 tentang RPP Rajungan; dan 3) Kepmen KP No. 198 Tahun 2023 tentang RPP
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Lemuru. RPP Lemuru ditetapkan pada bulan Desember 2024, sehingga pada periode Triwulan
1 Tahun 2024, dilaksanakan sosialisasi Kepmen KP No. 198 Tahun 2023 tentang RPP Lemuru
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan
terkait lainnya.

Sosialisasi RPP Lemuru telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023. Hasil
sosialisasi ini adalah sebagai berikut:
a. BRIN sangat mendukung

1 Mar 2024 11.0

SRy rencana strategis RPP Lemuru namun
terkendala dengan pendanaan.

b. lzin dari sebagian besar kapal-
kapal penangkap ikan Lemuru berada
di Pemerintah Provinsi. Hal ini

disebabkan oleh ukuran kapal <30 GT

dan daerah penangkapan yang

berada <12 mil.

c. Terdapat 86 kapal penangkap ikan Lemuru yang berpangkalan di PPN Pengambengan.
Sebagian besar kapal belum memiliki izin penangkapan, berkaitan dengan hal tersebut
DKP Provinsi Bali telah dan akan melaksanakan gerai pelayanan perizinan kapal
penangkap ikan lemuru di PPN Pengambengan.

d. DKP Provinsi Jawa Timur mencatat terdapat 200 kapal penangkap ikan Lemuru dan
hanya 20 kapal yang memiliki izin aktif.

e. Perlunya memperbaharui perjanjian kerjasama antara DKP Provinsi Jawa Timur dengan
DKP Provinsi Bali terkait Perikanan Lemuru, terutama terkait jumlah kapal yang diizinkan
dari masing-masing provinsi.

f. Beberapa dari pelaku usaha perikanan Lemuru telah mengajukan pre-assesment dan
memiliki komitmen terkait sertifikasi MSC;

g. MSC akan melakukan pre-assesment untuk Provinsi Jawa Timur dan meminta KKP untuk
memfasilitasi Provinsi Bali karena MSC tidak memiliki ikatan kerja sama dengan Provinsi
Bali.

C. Penilaian Kinerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI

IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman,
Teritorial dan Perairan Kepulauan juga dicapai melalui penilaian kinerja Lembaga Pengelola
Perikanan WPPNRI. Penilaian kinerja LPP WPPNRI dihitung melalui kriteria penilaian berikut.
Kriteria tersebut digunakan oleh tim Sekretariat LPP WPPNRI pusat untuk melakukan
penilaian di akhir tahun.
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KRITERIA Bobot (%) Skor (%)
Koordinator Eksekutif 20
a. Operasional Kesekretariatan 10
b. Keaktifan dalam mengkoordinasikan pokja
c. Intensitas koordinasi dengan sekretariat LPP WPPNRI
Koordinator Komisi
a. Keaktifan dalam perumusan masukan penyusunan pengelolaan perikanan
b. Kehadiran dalam pertemuan komisi
¢. Mengkoordinasikan implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan
Provinsi dalam WPPNRI
a. Kehadiran dalam pertemuan
b. Keaktifan memberikan masukan pengelolaan perikanan
c. Implementasi rencana aksi
d. Penyediaan data perikanan
Panel limiah
a. Partisipasi peneliti BRSDMKP
b. Partisipasi perguruan tinggi
c. Partisipasi lembaga riset pemerintah dan non pemerintah lainnya
Partisipasi unit kerja terkait
a. Unit Es Il lingkup DJPT
b. Unit Es | terkait lingkup KKP
c. K/L lainnya yang terkait
Panel Konsultatif
a. Partisipasi dari nelayan dan asosiasi
b. Partisipasi dari NGOs
[Sekretariat UPP WPPNRI
a. Koordinasi bahan rekomendasi dari setiap unit pengelola perikanan WPPNRI
b. Fasilitasi sekretariat
Humlah 100

iy
gl gy

-
w

WAl

=
[=]

W&

-
w

(&1 (8109, ]

=
[=]

JY
Gl o|;|o|o

D. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Rumah lkan

Kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Indonesia secara umum
menunjukkan terjadinya fenomena tangkap penuh (fully exploited) dan tangkap berlebih (over-
exploited) yang mengarah pada penurunan stok secara gradual. Hal ini antara lain dapat dilihat
dari semakin mengecilnya ukuran ikan hasil tangkapan, semakin jauhnya daerah
penangkapan, kecenderungan penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (catch per
unit effort/ CPUE), serta terjadinya perubahan komposisi hasil tangkapan.

Kondisi penurunan sumber daya ikan tersebut merupakan dampak dari interaksi
antara aktivitas penangkapan yang semakin intensif dan menurunnya daya dukung perairan
akibat degradasi habitat penting perikanan, seperti: terumbu karang, mangrove, lamun,
maupun bentuk dasar perairan lain yang memiliki fungsi sejenis. Secara ekologis, tipologi
habitat tersebut sangat penting bagi keberlanjutan reproduksi sumber daya ikan karena
berfungsi sebagai daerah perlindungan ikan, daerah mencari makan (feeding ground),
pemijahan (spawning ground), sekaligus penting untuk menjamin mendukung proses
peremajaan (recruitment) stok karena fungsinya sebagai daerah pembesaran dan asuhan
(nursery ground), yang pada umumnya berada di daerah pantai dan pesisir yang merupakan
kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaannya.

Sehubungan dengan kondisi di atas, kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten
dan kelompok penerima dalam melaksanakan upaya pemulihan sumber daya dan habitat yaitu
dengan kegiatan pelaksanaan rumah ikan, perlu dilakukan pengelolaan rumah ikan.
Pengelolaan berbasis kelompok penerima merupakan suatu upaya bagaimana merubah pola
pikir agar mampu mengatasi kerusakan dan berkurangnya sumberdaya ikan dan habitat
melalui penempatan rumah ikan. Agar pengelolaan rumah ikan berjalan baik, perlu
keterlibatan banyak pihak, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat
penerima rumah ikan. Pengelolaan rumah ikan merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi
habitat perairan melalui pembuatan struktur atau bangunan yang sengaja ditempatkan di
dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai
tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah ikan
(spawning ground) dan tempat pengasuhan (nursery ground) ikan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
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melalui Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan upaya
pemulihan sumber daya dan habitat yaitu dengan kegiatan penyaluran bantuan paket rumah
ikan. Bantuan paket rumah ikan merupakan salah satu kegiatan rehabilitasi habitat perairan
melalui pembuatan struktur atau bangunan yang sengaja ditempatkan di dasar perairan
dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat
perlindungan ikan, tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah ikan (spawning
ground) dan tempat pengasuhan (nursery ground) ikan. Beberapa penerima manfaat dari
pelaksanaan komponen kegiatan ini adalah Kelompok Masyarakat/Kelompok Usaha Bersama
(KUB); Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan Provinsi, kabupaten/Kota; dan para
pemangku kepentingan pemanfaat sumber daya ikan lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat 6 (enam) provinsi yang mendapatkan TP
Rumah lkan, yaitu 1) DKP Provinsi Jawa Tengah, 2) DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 3) DKP
Provinsi NTT, 4) DKP Provinsi Kalimantan Selatan, 5) DKP Provinsi Lampung, dan 6) DKP
Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan pelaksanaan TP Rumah Ikan hingga Triwulan 2
Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. DKP Provinsi Jawa Tengah

e Informasi Umum
Lokasi Perairan 1. Kota Pekalongan
2. Kabupaten Tegal
Nama Kelompok Penerima 1. KUB Rajungan Merah
2. KUB Guna Matahari
Pagu Anggaran : | Rp. 505.162.000
Realisasi Anggaran . | Rp. - (0,00%)

2. DKP Provinsi Sulawesi Tenggara

e [nformasi Umum

Lokasi Perairan Desa Bontubontu — Muna

Desa Moasi — Muna

I

Nama Kelompok Penerima Belum diidentifikasi

2. Belum diidentifikasi

Pagu Anggaran : | Rp. 566.690.000

Realisasi Anggaran . | Rp. - (0,00%)

3. DKP Provinsi NTT

e [Informasi Umum

Lokasi Perairan : | Kab. Flores Timur
Nama Kelompok Penerima : | Belum diidentifikasi
Pagu Anggaran . | Rp. 484.610.000
Realisasi Anggaran : | Rp. - (0,00%)

4. DKP Provinsi Kalimantan Selatan

e [nformasi Umum

Lokasi Perairan . | Kabupaten Kotabaru
Nama Kelompok Penerima : | Belum diidentifikasi
Pagu Anggaran : | Rp. 457.140.000
Realisasi Anggaran . | Rp. 0 (0,00%)

5. DKP Provinsi Lampung

| e Informasi Umum
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Lokasi Perairan . | Kabupaten Pesawaran
Nama Kelompok Penerima . | Belum diidentifikasi
Pagu Anggaran . | Rp. 416.308.000
Realisasi Anggaran : | Rp. 0 (0,00%)

6. DKP Provinsi Sulawesi Selatan

e Informasi Umum

Lokasi Perairan Selayar

1
2. Belum diidentifikasi
1

Nama Kelompok Penerima Belum diidentifikasi

2. Belum diidentifikasi

Pagu Anggaran : | Rp. 570.090.000

Realisasi Anggaran : | Rp. 0 (0,00%)

3.1.1.10. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut
pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,
disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses
yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,
pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan
hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh
Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan
produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek
yang sangat penting untuk mengupayakan terwujudnya pilar kedaulatan,
keberlanjutan dan kesejahteraan dari misi Kementerian dan Kelautaan di atas.

Dokumen Harvest Strategy merupakan dokumen teknis yang mengatur
strategi pemanfaatan sebagai turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)
khususnya RPP Jenis lkan. Penyusunan Harvest Strategy dilakukan mengikuti
Perdirjen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen
Strategi Pemanfaatan Perikanan. Selain itu, dapat juga disusun berdasarkan
kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan komoditas perikanan
tertentu.

Indikator ini menunjukkan tingkat capaian persentase Harvest Strategy di
LTPK yang disusun. Indikator ini diukur secara tahunan dengan target tahun 2024
adalah 75%.

Target dan Realisasi Kinerja

Capaian IKU Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan
Perairan Kepulauan yang disusun pada Triwulan Il Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
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Tabel. Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan
Kepulauan yang disusun (Persen)

SK. 1 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

IKU 10 | Persentase Harvest Strategy di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang
disusun

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

11 2024 T™W Il | Realisasi
2024 thd
Target

Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menghitung persentase dokumen
Harvest Strategy yang disusun di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

(Diisi oleh Dukman)

Perbandingan dengan Target Renstra

(Diisi oleh Dukman)

Perbandingan dnegan Standar Nasional
Tidak Dapat membandingkan dengan target nasional.

Analisis Keberhasilan ataun kegagalan

Pada Triwulan 2 Tahun 2024, realisasi IKU Persentase Penyusunan Harvest
Strategy di laut pedalaman, territorial, dan perairan kepulauan adalah mengalami peningkatan
dari 10% di TW 1 menjadi 30% di TW 2. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IKU adalah 40%
dari target yang ditentukan di tahun 2024. Faktor penentu keberhasilan IKU ini selain
komitmen sumber daya manusia, juga didukung oleh perencanaan yang tepat. Faktor
pendukung vyaitu adanya peran aktif dari stake holder terkait terhadap pelaksanaan
penyusunan Harvest Strategy di LTPK. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan IKU
ini adalah terbatas data dan informasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk
memperbaharui status pengelolaan perikanan di dalam dokumen HS, serta terbatasnya
anggaran karena adanya Auto Adjusment (AA). Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka
menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menyusun jadwal FGD serta sosialisasi kepada
pemangku kepentingan serta melakukan koordinasi terkait buka anggaran yang terkena AA.

Analisis Progam/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.

Pengelolaan perikanan berkelanjutan selain dilakukan melalui penyusunan RPP,
juga dilakukan melalui penyusunan Harvest Strategy (HS). Sebagai tindak lanjut Rencana
Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan Kerapu perlu formulasi dan implementasi strategi
pemanfaatan (harvest strategy) perikanan Kakap. Penyusunan dokumen Harvest Strategy
dilaksanakan berdasarkan Perdirjen PT Nomor 17/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis
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Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan. Strategi pemanfaatan / Harvest
Strategy (HS) merupakan komponen penting dari kerangka pengelolaan perikanan yang
berfungsi sebagai pelengkap operasional bagi sebuah RPP. HS menjadi basis dari siklus
pengelolaan yang adaptif dan menyediakan pendekatan yang formal dan konsisten bagi
proses pengambilan keputusan pengelolaan.

Penyusunan HS merupakan amanat dalam Kepmen KP Nomor 123 Tahun 2021
tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu. Penyusunan HS Kakap dan
Kerapu merupakan Rencana aksi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber
daya ikan kakap dan kerapu secara berkelanjutan. Penyusunan HS Kakap dan Kerapu
diamanatkan dilakukan khususnya untuk WPPNRI 573, 711, 712, 713, 716, dan 718.

Pada triwulan 1 Tahun 2024, telah dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Strategi
Pemanfaatan Perikanan Kakap Kerapu di WPPNRI 711. Pertemuan ini dilaksanakan dalam
rangka pengumpulan data dan informasi terkait perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 711.

Berikutnya pada Triwulan Il Tahun 2024, telah dilaksanakan Kick Off Meeting
Penyusunan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Kakap dan Kerapu di
WPPNRI 718. Kegiatan ini dilaksanakan di Semarang — Jawa Tengah pada tanggal 26-27 Juni
2024. Beberapa poin pentig yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

c. Harvest Strategy (HS) dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) merupakan dua
dokumen utama yang harus dipenuhi guna mendapatkan sertifikat ecolabeling dari MSC.

d. Penyusunan dokumen HS Kakap dan Kerapu merupakan merupakan salah satu amanat
pada rencana aksi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan yang telah
ditetapkan melalui Kepmen KP No0.123 tahun 2021.

e. Kakap dan kerapu merupakan komoditas strategis karena 90% diusahakan oleh nelayan
kecil sehingga pengaturannya perlu juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi
masyarakat.

f. Analisis data dilakukan dengan mencakup ribuan sampel ikan kakap dan kerapu oleh
BRIN, Akademisi, Kalabuh, serta mitra — mitra NGO yang memiliki data terkait biologis
perikanan (panjang dan berat lkan). Data ini sangat dibutuhkan untuk menghitung nilai
Spawning Potential Ratio (SPR) yang menjadi rujukan dalam penyusunan langkah
pengelolaan kakap kerapu di masa mendatang.

g. Hasil analisis data sementara menunjukkan bahwa kecenderungan nilai SPR kakap
kerapu berada dibawah 20%. Hal ini akan berimplikasi kepada Tindakan - tindakan
pembatasan dalam pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu.

h. Berdasarkan hasil FGD, telah diidentifikasi beberapa spesies perikanan target yang akan
dikelola dalam dokumen HS ini antara lain adalah:

o Perikanan Kakap: Lutjanus malabaricus (kakap merah), Pristipomoides multidens
(kurisi bali), Lutjanus sebae (kakap bongkok), dan Lutjanus erythropterus (kakap
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sawo).

o Perikanan Kerapu: Epinephelus aerolatus (kerapu ekor putih), Epinephelus coioides
(kerapu lumpur), Plectropomus maculatus (kerapu lodi), dan Chromileptis altivelis
(kerapu bebek).

i. Adapun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah:

o Melakukan analisis terhadap semua data yang telah dikumpulkan dari seluruh
stakeholders untuk menghitung kembali nilai SPR.

¢ Menyusun dokumen HS dan melaksanakan konsultasi publik untuk menghasilkan draft
final HS. Penetapan Harvest Strategy melalui Kepdirjen Perikanan Tangkap.

3.1.1.11. Persentase WPPNRI Perairan Darat Yang Status Pengelolaannya
Meningkat (Persen)

Indikator ini menunjukkan gambaran peningkatan nilai status tentang
persentase tata kelola sumber daya ikan perairan darat (persen). Persentase
pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan perairan darat diperoleh dengan
membandingkan jumlah WPPNRI PD yang meningkat nilai status pengelolaanya
dengan jumlah WPPNRI PD yang ada.

Target dan Realisasi Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status
Pengelolaannya Meningkat (Persen) Triwulan Il Tahun 2024

SK. 1 Produktivitas Perikanan Perairan Darat Meningkat

IKU 11 | Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkat (Persen)

Target & Realisasi Tahun 2024

Target TW | Realisasi | %

I 2024 TW Il | Realisasi
2024 thd
Target
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